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MOTTO 
 
 “ Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan. Maka apabila Engkau telah 
selesai dari suatu urusan maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-
sungguh.”  (Terjemahan Q.S Al Insyiraah: 6-7). 
 
 Bila sebuah masalah bisa diselesaikan, selesaikanlah, jangan khawatir. Bila tidak bisa 
di selesaikan, khawatir pun tidak akan menyelesaikan masalah .(Pepatah Tibet) 
 
 Jika tak punya cukup waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka jadikan 
pekerjaan itu cepat untuk di selesaikan. 
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PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM 
 DI JALAN MALIOBORO YOGYAKARTA 
OLEH 
EVA DEWI PURITA 
NIM 09417144018 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan transportasi umum 
di Jalan Malioboro Yogyakarta, dan mengetahui faktor yang menghambat 
pengelolaan transportasi umum di jalan Malioboro. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi,motivasi, tindakan, dan lain-
lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah. Penelitian ini dilakukan dikawasan jalan Malioboro Yogyakarta. 
Subjek penelitian ini terdiri Pemerintah dan pengemudi alat transportasi umum di 
Jalan Malioboro. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi.  
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan transportasi umum di 
jalan Malioboro dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Dinas Perhubungan, Dinas 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dan Unit Pelaksanaan Teknis Kawasan 
Malioboro. Adapun pengelolaan yang dilaksanakan berupa Regulasi diantaranya 
manajemen rekayasa lalulintas, pemberian sarana dan prasarana lalu lintas. 
Walpun pemerintah sudah melakukan pembangunan untuk mengatasi masalah 
transportasi umum di jalan Malioboro, Masih ada beberapa hambatan yang di 
hadapi dalam pengelolaan trasnportasi umum di jalan Malioboro adalah kondisi 
ekonomi pedagang dan tukang parkir di jalan Malioboro , kondisi Sosial dan Juga 
Kondisi Geografis masih sulit di atasi. 
Kata Kunci : Kemacetan, Transportasi Umum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini perkembangan akan teknologi transportasi juga 
berdampak bagi kemajuan alat trasnportasi yang digunakan oleh 
masyarakat. Berbagai alat trasnportasi banyak menjamur di berbagai kota, 
termasuk juga kota Yogyakarta. Berbagai sarana alat trasnportasi seperti 
Bus Kota, Taxi, Delaman atau Andong, Becak sampai sepeda banyak 
digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pergerakan atau 
perpindahan. Di kota Yogyakarta khususnya Jalan Malioboro berbagai 
kendaraan memadati jalan yang disebut sebagai jantung kota Yogyakarta, 
tidak hanya pada jam- jam sibuk saja jalan ini selalu ramai bahkan macet, 
hal ini dikarenakan Jalan Malioboro merupakan tujuan wisata, pusat bisnis 
atau ekonomi sehingga selalu ramai dipenuhi oleh masyarakat yang berlalu 
lintas. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pemerintah kota Yogyakarta mengelola transporasi umum di 
jalan Malioboro Yogyakarta. 
Jumlah kendaraan bermotor di kota Yogyakarta  pada tahun 2011 
mencapai 1.210.250 unit, jumlah Andong atau Delman mencapai 358 unit 
sedangkan becak dibatasi hanya 8000 unit di seluruh  Yogyakarta, 
Berdasarkan data yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPKAD) DIY, penambahan kendaraan selama tahun 2011 total 
mencapai 115.766 unit kendaraan yang 80 persen adalah kendaraan baru 
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sepeda motor . Bisa dibanyangkan dengan jumlah alat transportasi yang 
ada di Yogyakarta banyak jika seperemat dari kendaraan tersebut 
beroperasi atau melintasi di jalan Malioboro bagaimana kepadatan yang 
terjadi setiap hari.  Jumlah alat transportasi yang terus bertambah namun 
tidak di imbangi dengan pemanfaatan lahan atau penambahan jalan akan 
menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemacaetan lalu lintas, 
kecelakaan dan lain sebagainya. 
Pengelolaan di jalan Malioboro yang tidak teratur dengan baik 
menyababkan jalan Malioboro terasa semarawut dan juga tidak nyaman. 
Ditambah lagi dengan keberadaan lahan parkir yang memakan badan jalan 
juga banyak menyebabkan permasalahaan lalu lintas Dijalan Malioboro. 
Adapun permasalahan yang menyababkan kesemarwutan di jalan 
Malioboro yaitu 
a. Kepadatan lalu lintas yang tidak seimbang dengan luas jalan 
sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas, dikarenakan terjadi 
antrian kendaraan. 
b. Lahan parkir yang memakan badan jalan, sehingga mempersemit 
ruas jalan. 
c. Ketidaksediaan tempat mangkal atau terminal angkutan umum 
khususna becak dan andong atau delman. 
d. Ketidaksediaan tempat penyebarangan untuk pejalan kaki 
menyebabkan jalan semakin macet dan juga rawan kecelakaan. 
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Dalam penglolaan transportasi umum tentu saja memiliki kaitan 
dengan ilmu administrasi publik, dalam hal kepentingan publik sebagai 
tujuan dari kegiatan administrasi Negara / publik. Penglolaan transportasi 
umum adalah kepentingan sebagian masyarakat pengguna transportasi 
umum terutama di jalan Malioboro. Kepentingan yang seharusnya 
diperjuangkan oleh para administrator publik adalah kepentingan publik. 
Kepentingan publik sering di kompetisikan dengan kepentingan – 
kepentingan lain dan dalam banyak kesempatan dikorbankan. Hal ini dapat 
dilihat dalam pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan, 
siapa yang harus mengerjakannya, dimana dikerjakan, yang sering kali 
tidak sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 
Dalam hal ini pengelolaan transportasi umum di jalan Malioboro, 
pemerintah sebagai administrator yang memberikan fasilitas dan 
mengerjakan berbagai program yang telah direncanakan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat khusunya pengemudi transportasi umum di jalan 
Malioboro. Bagaimana  Pemerintah Kota Yogyakarta mengelola 
transportasi umum di jalan Malioboro, sehingga transportasi umum 
menjadi lebih teratur dan juga masalah lalu lintas dan tata ruang dapat 
teratasi dengan baik 
B. Identifikasi Masalah 
1. Ketidakseimbangan luas jalan dengan alat transportasi di jalan 
Malioboro, hal ini disebabkan karena manajemen ransportasi yang 
kurang sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. 
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2. Ruang milik jalan malioboro yang dijadikan tempat parkir kendaraan 
seperti sepeda motor, becak dan andong, sehingga menggangu arus 
transportasi. 
3. Ketidaktersediaan tempat mangkal atau terminal angkutan umum atau 
transportasi umum di sepanjang jalan Malioboro, sehingga 
menyebabkan ruas jalan difunfsikan sebagai tempat mangkan. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latarbelakang 
masalah dan identifikasi masalah diatas maka batasan penelitian ini adalah 
bagaimana pengelolaan transportasi umum di Jalan Malioboro. 
D. Rumusan Masalah 
 
Dari berbagai masalah yang telah di uraikan diatas maka peneliti 
mengambil Rumusan masalah : 
1. Bagaimana  Pengelolaan transportasi umum di Jalan Malioboro ? 
2. Apa Saja Hambatan yang dihadapi Pemerintah kota Yogyakarta dalam 
mengelola  transportasi umum di Jalan Malioboro? 
 
 
E. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan 
transportasi di Jalan Malioboro dan juga hambatan yang di temukan oleh 
pemerintah dalam penglolaan kawasan jalan Malioboro. 
 
F. Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat bagi peneliti 
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu 
sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Manfaat Teoritis  
Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat menjadi acua atau kajaian 
bagi para pembaca yang ingin mengetahui atau melakukan penelitian 
yang sama mengenai pengeleolaan transportasi di jalan Malioboro. 
3. Manfaat bagi Peran Pemerintah  
Hasil dari penelitian ini di harapakan dapat menjadi bahan evaluasi 
dari keberhasilan program yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
melaksanakan berbagai program pengelolaan transportasi. 
4. Manfaat Bagi Masyarakat 
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memenuhi keinginan 
masyarakat yangs sering berkunjung atau menggunkan sarana 
transportasi di jalan malioboro agar dapat menrasakan situasi yang 
nyaman di Jalan Malioboro. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI  
A. Kepentingan Publik Sebagai Tujuan Administrasi Publik/ Negara. 
Kegiatan administrasi publik bertujuan memenuhi kepentingan 
publik atau secara akademik dikenal sebagai publik interest. Di dalam 
masyarakat terdapat banyak kepentingan seperti kepentingan publik. 
Namun kepentingan yang seharusnya diperjuangkan oleh para 
administrator publik adalah kepentingan publik. Dalam pengambilan 
keputusan apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus 
mengerjakannya dan dimana dikerjakan, yangs sering kali tidak sejalan 
dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Meskipun kepentingan 
umum merupakan sasaran utama dari kegiatan administrasi publik, 
tetapi kepentingan umum itu sendiri sering menimbulkan masalah 
karena ketidak jelasan konspenya (Denhardt & Denhardt dalam enam 
dimensi administasi publik Yeremis T.Keban,2008:19  ). Ada yang 
mengartikannya sebagai kepentingan yang dirumuskan oleh para 
pembuat kebijakan yang di dipilih (elected policy makers) 
sebagaimana terdapat dalam administrasi publik lama (klasik). Ini 
berarti kepentingan publik tidak harus berasal dari masyarakat secara 
langsung, tetapi dapat diusulkan melalui wakil- wakilnya, atau pejabat 
publik yang ditunjukan untuk memutuskan . akibatnya banyak warga 
masyarakat yang merasa kecewa ketika apa yang diputuskan tidak 
sejalan dengan aspirasi mereka. 
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Dalam pengambilan keputusan untuk memperjuangkan 
kepentingan publik seperti pengelolaan transportasi umum di Jalan 
Malioboro tentu saja tidak hanya diambil dari pendapat para wakil 
masyarakat yang ada di pemerintahan sehingga tidak sesuai dengan 
keinginan masyarakat khusunya pengemudi transportasi umum di jalan 
malioboro, tentu para pengemudi harus ikut berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan tentang kebijakan apa yang harus diambil 
sehingga program yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan dapat di 
implemtasikan secara maksimal. Dalam hal ini peran para 
administrator publik adalah untuk membantu memberdayakan 
masyarakat dan menciptakan demokrasi. Administrasi publik diadakan 
untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan 
masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, 
menerapakan teknik efisiensi dan efektivitas.  
Dalam pengelolaan transportasi umum di jalan malioboro yang 
berfungsi sebagai administrator publik adalah  pemerintah kota 
Yogyakarta sehingga untuk mengambil keputusan yang professional 
dilakukan oleh birokrasi di dinas terkait. 
B. Manajemen Lalu Lintas Pada Transportasi 
Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengatuan, 
pengawasan dan pengendalian lalu lintas suatu moda transportasi. 
Manajemen lalu lintas betujuan untuk keselamatan,keamanan, 
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ketertiban , dan kelancaran lalu lintas dan dilakukan antaran lain 
dengan : 
a. Peningkatan kapasitas jalan, persimpangan, dan / jaringan 
jalan. 
b. Pemberian prioritas  Bagi Jenis Kendaraan atau pemakai jalan 
tertentu. 
c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dngan tingkat 
pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan 
intra dan antar moda. 
d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan atau perintah bagi 
pemakai jalan. (Zulfiar sani2010:38) 
 
Dalam manajemen lalu lintas pada transportasi di bagi menjadi 
beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pengaturan, pengawasan dan 
pengendalian lalu lintas. 
1) Perencanaan. 
Proses perencanaan dalam sistem tranportasi (Zulfiar 
Sani,2010:39). 
a) Menginterventarisasi dan mengevaluasi tingkat pelayanan 
(level of service) lalu lintas. Menginterventarisasi di 
maksudkan mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas 
jalan termasuk persimpangan. Maksud tingkat pelayanan 
dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas 
jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas 
dengan teteap memperhatikan kecepatan dan keselamatan. 
b) Menetapkan tingkat pelayanan yang di inginkan. Dalam 
menentukan tingkat pelayanan yang di inginkan dengan 
memperhatikan : Rencana umum jaringan transportasi 
jalan: kegunaan, kapasitas, dan karateristik jalan: kelas 
jalan: karaktersitik lalu lintas. Aspek lingkungan, aspek 
sosial dan ekonomi. 
c) Menetapkan pemecahan permasalahan lalu llintas. 
d) Menyusun rencana dan program pelaksanaan 
implementasinya. Maksud rencana dan implemntasi 
meliputi : penentuan tingkatan pelayanan yang di inginkan 
pada setiap ruas jalan dan persimpangan: usulan aturan lalu 
lintas yang akan di tetapkan pada setiap ruas jalan dan 
persimpangan: usulan pengadaan dan pemasangan serta 
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pemeliharaan rambu- rambu lalu lintas, markah jalan, alat 
pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendalian dan 
pengamanan pemakai jalan: usulan kegiatan atau tindakan 
baik untuk keperluan penyusunan maupun penyuluhan 
kepada masyarakat. 
 
2) Pengaturan 
Pengaturan pada jalan merupakan suatu kegiatan untuk 
berlalu lintas pada jaringan atau ruas- ruas jalan tertentu, 
termasuk dalam hal ini penetaan sirkulasi lalu lintas, 
penentuankecepatan maksimum dan atau minimu, larangan 
penggunaan jalan, larangan dan perintah bagi pemakai jalan 
yang teruang dalam rambu- rambu markah. (zulfiar 
Sani,2010:40) 
 
3) Pengawasan. 
Pengawasan ini di lakukan oleh petugas yang di tunjuk 
untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksana peraturan 
yang ada apakah dilaksanakan dengan baik oleh pengendara. 
(zulfiar Sani,2010:40) 
a) Pemantauan dan penlilaian terhdap pelaksana 
kebijakasanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan 
penlialaian di maksudkan untuk mengetahui efektivitas 
dari kebijakasanaan tersebut untuk di tentukan. 
Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain 
meliputi inventarisasi mengenai kebijksanaan lalu lintas 
yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan 
koreksi yang telah di lakukan oelh pelanggar tersebut. 
b) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakasanaan 
lalu lintas. Tindakan korektif dimkasudkan untuk 
menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang 
telah di tentukan.   
 
4) Pengendalian 
Pada transportasi pemberian arahan dan pentunjuk dalam 
pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas kepada pengemudi. 
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a) Pemberiaan arahan atau petunjuk dalam ketentuan ini 
berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara 
untuk keperluan atau pemberian pedoaman dan tata cara 
untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan 
maksud agar diperoleh keseragaman  dalam pelaksanaan-
nya serta dapat dilaksanakan  sebagaimana mestinya untuk 
menjamani tercapainya tingkat pelayanan yang di tetapkan. 
b) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 
mengenai hak dan kewajian masyarakat dalam pelaksanaan 
kebijakan lalu lintas. 
 
Pada angkutan lain pengawasan dan pengendalian dilakukan 
pada tempat yang sama.(Zulfiar sani, 2010: 41) 
C. Transportasi 
Transportasi adalah perpindahan orang atau barang dari satu 
tempat ketempat yang lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan 
dengan menggunakan wahana digerakan manusia, hewan atau mesin 
(Zulfiar Sani,2010:2). Tujuan orang menggunakan alat transportasi 
adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan orang atau 
barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Fungsi transportasi ini 
tidak hanya dilihat secara perorangan tapi juga dilihat dari kepentingan 
masyarakat luas. 
a. Penggerak pembangunan, sebuah daerah terpencil dengan hasil 
ekonomi dari sumber daya alam apabla tidak terdapat lalu lintas 
dan angkutan ke daerah tersebut maka akan terpencillah daerah 
tersebut, karena itu apabila ada angkutan maka daerah tersebut 
dapat digerakan pembangunannya. 
b. Melayani kegiatan nyata pada ekonomi yang sudah berjalan 
maka transportasi diperluhkan untuk menunjang pergerakan 
barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang laun.(Zulfiar 
sani,2010;2) 
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Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan jika 
transportasi merupakan sebuah pergerakan atau mobilitas manusia 
dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunkan angkutan. 
Fungsi dari transportasi itu sendiri dapat mengerakan roda ekonomi 
dari satu daerah yang telah ada transportasi karena kegiatan 
masyarakat di daerah tersebut sudah lebih berkembang dari daerah 
yang tidak atau belum ada sistem lalu lintas. 
Dalam kegiatan transportasi tentu banyak faktor pendukung 
untuk melaksanakan sistem transportasi yang baik. Jika suatu 
transportasi tidak di atur dengan baik maka bisa jadi menimbulkan 
berbagai maslah seperti kemacetan dan kecelakan lalulintas atau ruang 
publik yang semrawut karena tidak terlaksanannya transportasi yang 
baik. Maka faktor yang mendukung transportasi yang baik antara lain  
a) Rute (jaringan) yang terdiri dari asal, tujuan dan lintasannya. 
b) Prasarana (infrastruktur) sesuai dengan transportasi yang 
digunakan. 
c) Sarana alat untuk melakukan perpindahan. 
d) Operasional proses pengaturan operasi kendaraan agar dapat 
eefisien mungkin. 
e) Peraturan  pelaksanaan yang mengatur penggunaan prasarana 
oleh sarana karena banyak pemakianan pada saaat yang 
bersamaan pada satu tempat atau ruang. 
f) Pengawasan: agar pemakaian prasarana berjalan tertib sesuai 
dengan peraturan yang dikeluarkan. 
g) Pekasanaan (pengusaha angkutan/badan penyelenggara): pihak 
yang menyediakan sarana untuk pekasanaan perpindahan yang 
biasanya disebut pengusaha angkutan umum. 
h) Penumpang (konsumen): yang memerluhkan alat angkut ntuk 
memudahkan perpindahannya dan agar lebih cepat untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. 
i) Pihak yang terkena dampak angkutan (lingkungan): pihak yang 
dapat mengganggu atau terganggu dalam peruses pergerakan 
atau pengoprasian sarana. (Zulfiar sani,2010;12) 
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 Dengan demikian apabila satu unsur ini tidak benar maka sistem 
tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Seperti juga 
keberadaan transportasi di jalan Maliboro yang tidak memiliki saranan 
prasarana yang memadai untuk melakukan pekerjaanya, ketidak 
beradaan rute dan masalah lainnya menyababkan berbagai 
permasalahan di jalan Malioboro.  
1) Kebijakan Transportasi Perkotaan. 
Kebijakan transportasi digunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan transportasi, adapun keijakan transportasi 
dibagai menjadi 6 kebijakan (dikutip dari Rahardjo Adisasmita dan 
Sakti Adji Adisasmita,2011;18)  yaitu 
a) Kebijakan Transportasi yang Terkonsolidasi. 
Terkonsolidasi diartikan sebagai upaya pemanfaatan 
kapasitas moda transportasi yang tersedia secara 
maksimum. Pemanfaatan kapasitas sarana transportasi 
secara terkonsilidasi adalah mengupayakan faktor 
penumpang (passenger factor atau sering disebut pula load 
factor) mencapai angka (presentase) yang tinggi. 
b) Kebijakan Transportasi yang Terkoordinasi 
 Terkoordinasi diartikan bahwa masing- masing jenis 
sarana angkutan perkotaan dalam melaksanakankan 
kegiatan usahanya, yaitu dalam penyediaan jumlah dan 
kapasitasnya yang ditempatkan dalam rute atau trayek 
yang dilayaninya, penentuan rute atau trayek yang 
dialayani, penentuan tarif angkutan, pemberian izin usaha 
dan lainnya, harus dilakukan secara terkoordinasi dengan 
baik, tidak seharusnya mengikuti kepentingan masing- 
masing operator.Terkoordinasi dengan baik dimaksudkan 
bahwa masing- masing sarana angkutan perkotaan yang 
berbeda- beda itu, dalam penyelenggaraan pelayanan 
kegiatan trasportasnya tidak dilakukan secara sendiri- 
sendiri, tetapi terkait satu sama lain. 
c) Kebijakan Transportasi yang Terintegrasi 
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Terintegrasi atau terpadu dimaksudkan bahwa 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan transportasi 
perkotaan yang mencakup prasarana transportasi dan 
sarana transportasi dikelola dan dilaksanakan secara 
kesisteman. Secara kesisteman berarti keseluruhan unsur 
trasnportasi, yang meliputi prasarana transportasi  dan 
sarana trasnportasi baik darat, laut dan udara dikelola dan 
dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan trasnportasi yang 
padu , yang utuh secara menyeluruh. 
d) Kebijakan Transportasi yang Tersikronisasi. 
Tersinkronisasi berarti sesuai (kesesuaian) atau serasi 
(keserasian).Kebijakan transportasi yang tersinkronisasi 
dimaksudkan menyediakan berbagai sarana ngkutan yang 
serasi dalam jenisnya, dalam jumlahnya dalam besaran 
kapasitas angkutnya. Jumlah sarana angkutan yang serasi 
dimaksudkan tersedia mencukupi, tidak perlu berlebihan 
atau tidak kekurangan Kebijakan trasportasi yang 
tersinkronisasi yang tersinkronisasi dimaksudkan untuk 
menyediakan jumlah dan kapasitas sarana angkutan yang 
serasi dengan besarnya kebutuhan jasa transportasi 
e) Kebijakan trasnportasi yang Berkesinambungan. 
 Berkeseimbangan diartikan bahwa pelayanan trasnportasi 
diselenggarakan ke seluruhan bagaian wilayah daerah 
perkotaan, untuk memenuhi kebutuhan akan jasa 
trasnportasi bagi penduduk yang bermukim tersebar di 
seluruh bagaian daerah perkotaan.Terlaksananya 
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan ditunjang oleh 
pelayanan trasportasi yang berkeseimbngan. Fungsi 
transportasi sangat penting dan setrategis dalam melayani 
pembangunan dan pertumbuhan perkotaan yang cenderung 
semakin meningkat seiring dnegan pertumbuhan jumlah 
penduduk kota yang cukup tinggi. 
f) Kebijakan transportasi yang Harmonis. 
Harmoni diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 
melalui berbagai unsur, satu sama lain tidak terjadi 
benturan untuk menciptakan keadaan yang lebih 
tinggi.Sistem transportasi perkotaan yang harmonis dapat 
diwujudkan meliputi banyak faktor, diantaranya didukung 
oleh peraturan yang komperhensif, akomodatif dan 
implikatif, manajemen lalulintas yang cerdas, kemampuan 
dan keterampilan pengelola dan perlilaku kegiatan 
transportasi yang tinggi, serta keperdulian masyarakat 
luas.  
 
14 
 
Dari  berbagai kebijakan diatas, kebijakan yang dilakukan 
oleh pemerintah  haruslah saling berkaitan agar pelaksanaan yang 
dilakukan dapat secara 1) kebijakan transportasi yang 
terkonsolidasi, 2) kebijakan transportasi yang terkoordinasi, 3)  
kebijakan transportasi yang terintegrasi, 4) kebijakan transportasi 
yang tersingkronisasi, 5) keijakan transportasi yang 
berkeseimangan, 6) kebijakan transportasi yang harmonis. Dengan 
pelaksanaan yang sesuai dengan pedoman transportasi nasional 
maka dengan itu pemerintah akan dapat mengatur transportasi 
perkotaan menjadi leih baik. 
  
2) Trasnportasi Perkotaan Yang Efektif dan Efisien 
  Transportasi perkotaan merupakan sektor penunjang utama 
terhadap mobilitas penduduk perkotaan dana angkutan barang, yang 
merupakan unsur penting dalam penyelengngaraan “perekonomian 
dan pembangunan perkotaan, yang cenderung semakin meningkat”. 
Jasa trasnportasi perkotaan yang dilaksanakan untuk melayani 
berbagai kegiatan ekonomi, sosial, administrasi pemerintah, dan 
politik agar diupayakan terselenggara secara efektif dan efisien, 
adapaun jasa transportasi yang efektif dan efisien berdasarkan 
pendapat Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Sasamita meliputi : 
a) Lancar atau Cepat (speed) 
Lancar berarti pelayanan transportasi dilaksanakan tanpa 
(banyak) hambatan, perjalanan dilaksanakan secara cepat, atau 
memerluhkan waktu perjalanan yang singkat samapai di tempat 
tujuan. Perjalanan yang dilaksanakan secara lancar, dilihat dari 
15 
 
aspek lalu lintas akan mengurang terjadinya kepadatan dan 
kemacetan lalu lintas. 
b) Selamat atau Aman (Safety) 
Selamat berarti pelayanan trasnportasi dilaksanakan tanpa 
mengalami kecelakaan selama dalam perjalanan. Terjadinya 
kecelakaan lalu lintas akan menggangu keamanan lalu lintas. 
Untuk menjamin keamanan harus dilaksanakan peraturan yang 
mengatur tentangtata tertib berlalu lintas. 
c) Berkapasitas (Capacity) 
Pelayanan transportasi yang berkamapsitas dimaksudkan bahwa 
jumlah dan kapasitas moda transportasi yang disediakan adalah 
cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa 
transportasi dalam arti tidak berlebihan dan tidak kekurangan. 
Dalam pelayanan trasnportasi umum perkotaan terdiri dari moda 
transportasi trans jogja, becak delaman, taksi,  dan masing- 
masing memiliki kapasitas berbeda namun demikian harus 
diupayakan agar supaya kapasitas trasnportasi yang disediakan 
berkapasitas cukup. 
d) Frekuensi (frequency) 
Frekeunsi dalam pelayanan transortasi diartikan sebagai 
pelayanan transportasi dilakukan dalam suatau waktu tertentu. 
Dalam pelayanan trasnportasi umumperkotaan, pada jam jam 
sibuk dimana terdapat arus lalu lintas penumpang  sangat tinggi, 
maka frekuensi pelayanan trasnportasi yang dilakukan harus 
lebih banyak untuk memenuhi permintaan jasa transportasi yang 
leih besar. Dan sebaliknya pada jam –jam tidak sibuk jumlah 
frekuensi pelayanan transportasi leih sedikit. 
e) Keteraturan (Regularity) 
Keteraturan dalam pelayanan transportasi dimakudkan bahwa 
kegiatan pelayanan transportasi dilaksanakan secara teratur yaitu 
dilaksanakan setiap hari. Penyelenggaraan pelayanan 
transportasi secara teratur, akan memudahkan bagi penumpang 
dalam mengatur jadwal perjalanan yang dilakukan. Pelayanan 
transportasi perkotaan yang diselenggarakan  secara teratur akan 
menunjang terlaksananya berbagai kegiatan ekonomi, sosial, 
administrasi pemerintahan dan politik, secara menerus lancar 
dan berkesinambungan. Pelayanan perkotaan dan pembangunan 
perkotaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, 
selanjutnya akan mampu melayani pertumuhan kota yang multi 
aspek dan multi dimensional. 
f) Komperhensif (Comperhensive) 
Pelayanan trasnportasi secara komperhensif berarti pelayanan 
transportasi yang melayani tempat asal ke tempat tujuan akhir 
dilaksanakan secara utuh atau harus transit melalui terminal 
antara, menggunakan satu macam transportasi  ataupun 
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menggunakan lebih dari satu macam moda transporasi 
tergantung pada jenis rute dilalui. 
g) Bertanggungjawab (Responbility) 
Pelayanan transportasi yang bertanggung jawab diartikan bahwa 
pelayanan transportasi yang diselenggarakan harus memberikan 
ganti rugi terhadap kerugian kepada pengguna jasa transportasi. 
Karakteristik pelayanan transportasi bertanggungjawab adalah 
berkaitan dan menjamin terlaksananya karakteristik pelayanan 
transportasi yang selamat. 
h) Biaya Rendah (Acceptable) atai harga Terjanggkau (Affordable 
price). 
Pada dasarnya, karakteristik biaya rendah dan harga terjangkau 
hampir sama yaitu biaya rendah dilihat dari pihak perusahaan 
transportasi yang menyelenggarakan pelayanan transportasi, 
sedangkan harga terjangkau dilihat dari kepentingan pengguna 
jasa transportasi. 
 
i) Nyaman (Comfort) 
Salah satu karakteristik pelayanan transportasi angkutan 
penumpang adalah nyaman. Penumpang  melakukan perjalanan 
memutuhkan susasana yang nyaman, nikmat , terhindar dari 
suasana berdesakan dan pengap. (Raharjo adisasmita dan Sakti 
adji sasmita, 2011;25) 
 
 
3) Sistem Tata Guna Lahan dan Transportasi. 
Sistem transportasi terutama pada perkotaan terdiri dari beragai 
aktifias masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan manusia melakukan 
perjalanan melintasi tata guna lahan tersebut dengan menggunakan 
sarana angkutan dalam konteks sistem jaringan. Cara perencanaan 
transportasi untuk mencapai sasaran umum itu antara lain dengan 
menetapkan kebijakan tentang beberapa hal berikut ini : 
a) Sistem kegiatan (tata guna lahan). Rencana tataguna lahan 
yang baik dapat mengurangi kebutuhan akan perjalanan yang 
menjadi lebih dekat dan mudah. 
b) Sistem jaringan (transportasi). Hal yang dapat dilakukan missal 
meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana yang ada, 
melebarkan jalan, menambah jaringan baru dan lainnya. 
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c) Sistem pergerakan (lalu lintas). Hal yang dapat dilakukan 
antara lain mengatur teknik manajemen lalu lintas, fasilitas 
angkutan umum yang lebih baik, atau pemangunan jalan. 
(Raharjo Adisasmita dan Sakti Adji Sasmita, 2011;49) 
 
Hubungan dasar antara sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem 
pergerakan dapat disatukan dalam beberapa urutan tahapan tataguna 
lahan dan transportasi, yang biasanya dilakukan secara berurutan 
menurut Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Sasmita  sebagai 
berikut. 
a) Aksesbilitas dan mobilitas. Ukuran potensial adalah kesempatan 
untuk melakukan perjalanan. Tahapan ini lebih bersifat abstrak 
jika dibandingkan dengan emapt tahap berikutnya. 
b) Pembangit lalu lintas. Bagaimana perjalanan dapat bangkit dari 
suatu tataguna lahan atau dapat ditarik ke suatu tata guna lahan 
lain. 
c) Sebaran penduduk. Bagaimana perjalanan tersebut disebarkan 
secara geografis di dalam daerah perkotaan. 
d) Pemilihan moda transportasi . menentukan faktor yang 
memperngaruhi pemilihan moda transportasi untuk tujuan 
perjalanan tertentu. 
e) Pemilihan rute. Menentukan fator yang mempengaruhi 
pemilihan rute dari setiap zona asal ke setiap zona tujuan.  
(Raharjo Adisasmita dan Sakti Adji Sasmita, 2011;50) 
 
D. Tata Ruang Transportasi 
Dalam konteks pembangunan perkotaan, konsep tata ruang adalah 
sangat penting. Konsep tata ruang transportasi didervasi (diturunkan) 
dari pertanyaan : traffic is a function of bulding ,yang diartikan bahwa 
lalu lintas merupakan fungsi dari gedung- gedung, artinya gedung- 
gedung itu merupakan sumber dari timulnya lalu lintas. Lalu lintas 
ditimulkan dari berbagai kegiatan secara internal yang berasal dari 
dalam gedung dan secara eksternal yang menuju gedung tersebut. 
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Secara internal, dalam gedung- gedung tersebut dipekerjakan 
karyawan. Kegaiatan karyawan dilakukan, pada waktu masuk dan 
pulang kerja, dan selama waktu kerja di kantor. Karyawan masuk dan 
pulang kerja, menggunakan kendaraan (sepeda motor, mobil, 
angkutan,becak,taksi), sehingga terjadi lalu lintas kendaraan bermotor 
di jalan perkotaan. Selain dari karyawan terdapat tamu- tamu kantor 
serta pelanggan yang menggunakan kendaraan yang termasuk sebagai 
kegiatan lalu lintas eksternal. 
Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTR/K) adalah 
menentukan peruntukan dan pemanfaatan tata ruang berdasarkan 
kapasitas dan kesesuaian lahan yang tersedia tidak menyangkut 
kegiatan- kegiatan lalu lintas yang ditimbulkan dari dan menuju ke 
gedung-gedung yang dimaksud. 
Menata Tata ruang perkotaan menurut peruntukan dan 
pemanfaatan ruang bukan hanya semata- mata berdasarkan kelayakan 
pada kapasitas dan kegunaan lahan, dan tidak membahasnya terhadap 
berbagai kegiatan yang dilakukan di/dari/ke gedung- gedung dan 
bangunan yang dimaksudkan serta  besarnya lalu lintas yang 
ditimbulkan, karena gedung- gedung tersebut merupakan sumber 
pembangkit lalu lintas yang cukup besar, dan cenderung semakin 
meningkat. 
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Tata Ruang transportasi sangat luas cakupannya, beberapa contoh 
dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Sasmita dalam 
bukunya menajemen transportasi berikut ini. 
1. Pemberian izin membanguan bangunan yang besar dan bertingkat 
tinggi harsu dikaitkan dengan volume bangkit lalu lintas yang 
ditimbulkan. Untuk kompleksitas gedung- gedung yang tinggi, 
yang terdiri dari gedung- gedung bank dan perusahaan, dipastikan 
akan menciptakan bangkit lalu lintas yang tinggi dibutuhkan jalan 
yang lebar, ruang parkir yang luas, yang erkapasitas tinggi untuk 
menampung lalu lintas kendaraan bermotor yang menuju ke dan 
komplek tersebut. 
2. Terdapat banyak toko di suatu ruas jalan. Seharusnya sudah 
diperhitungkan beberapa banyak toko, rumah makan,bengkel 
mobil dan sejenisnya, yang diberikan izin usahanya pada ruang 
tersebut, terutama dikaitkan dengan kepadatan lalu lintas yang 
ditimbulkan, yang berakibat terhadap kelancaraan lalu lintas. 
Semakin banayk toko dan rumah makan di suatu ruas jalan, 
semakin banyak pembeli dan pelanggan yang datang ketoko dan 
rumah makan tersebut, menggunakan kendaraan bermotor yang 
melakukan parkir kendaraan di muka toko dan rumah makan 
tersebu, hal ini akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Dalam 
penataan ruang perkotaan pada masa depan, berbagai hal harus 
diperhatikan dan diperhitungkan, terutama  adalah (1) panjang 
jalan yang harus disediakan (2) ruang parkir yang dibutuhkan, dan 
(3) pemberiaan izin usaha (tempat usaha) yang cukup di masing- 
masing ruas jalan, serta (4) pembangunan gedung besar dan 
bertingkat  yang menciptakan bangkit lalu lintas yang tinggi, agar 
dibatasi atau disesuaikan pada masing- masing ruas jalan. 
(Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Samita, 2011;72) 
  
 Trasnsportasi umum perkotaan yang menyelenggarakan kegiatan 
pelayanan trasnportasi perkotaan yang efektif dan efisien , dalam arti 
lancar, aman, berkapasitas  mencukupi, komperhensif, bertanggung 
jawab, terjangkau oleh daya beli masyarakat,dan nyaman, merupakan 
salah satu fungsi utama kota- kota besar. Penyelenggaraan pelayanan 
transportasi perkotaan yang efektif dan efisien, tidak hanya terkait secara 
langsung dengan karakterisitik jasa transpotasi yang dihasilkan ,akan 
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berkaitan pula secara erat dengan ketataruangan perkotaan, oleh karena 
itu perlu dikembangkan dan diterapakan konsep ketataruangan 
transportasi , yang pada dasarnya adalah mengenai penataan, 
peruntukan, dan pemanfaatan tata ruang perkotaan yang selalu harus 
dikaitkan dengan bangkitan lalu lintas kendaraan bermotor yang bersifat 
spasial (ketataruangan) dan bersifat temporal (menurut perkembangan 
waktu). Keduanya memperlihatkan intensitas yang semakin tinggi. Bila 
tidak diperhatiakn dan diperhitungkan, akan mengakibtakan dampak 
negatif yang sangat serius, yitu timbulnya kemacetan lalu lintas 
perkotaan yang dasyat dan mengerikan. 
E. Penelitian yang Relevan. 
Dalam penelitian ini penelitian tentang transportasi yang dapat 
dijadikan kajian teori, atau acuan dalam melakukan penelitian yaitu 
Berkaca pada Transportasi intermoda di Australia (Mulyadi hadikusumo, 
dierjen perhubungan darat Trans Media edisi 9 tahun 2010) kesimpulan 
dalam penelitian ini adalah gambaran bagaimana melakukan kemitraan 
antara pemerintah Indonesia dan Australia melalui pengembangan 
pembangunan infratruktur yang berorientasi pada dukungan serta 
kemajuan transportasi. 
a. Kebijakan dan manajemen 
Di Australia yang mengambil peran ini adalah departemen 
transportasi sebagai pengambil kebijakan transportasi nasional. Apa 
yang ditetapkan oleh departemen tersebut kemudian diterjemahkan 
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dalam kebijakan lokal oleh pemerintah federal . pemerintah federal 
juga turut menyukseskan transportasi nasional dengan bekerjasama 
dengan parlemen dalam hal menyediakan tata rung, lahan, park and 
ride serta pembataan kendaraan pribadi. Untuk pendanaan, mereka 
mengajak serta pihak ketiga dengan memakai konsep public private 
partnership yang tentu berpihak kepada masyarakat.  
b. Infrastruktur dan intermodal  
Salah satu pendukung utama sistem transportasi  massa adalah 
infrastruktur. Baik pemerintah australi maupun pemerintah federalnya 
tidak sepenuhnya menanggung pembiayaan infratruktur tersebut. 
mereka bekerjasama dengan swasta untuk membngun stasiun, halte, 
bus lane, bus stop, jaringan GPS , jalur sepeda, jalur pejalan kaki, 
papan informasi, dan park and ride. Prinsip kerjasama dengan pihak- 
pihak swasta dibuat saling menguntungkan dan tidak merugikan  
masyarakat. 
c. Secara umum, penyelengaraan transportasi sangat di dukung oleh 
penyediaan tata ruang, ketersediaan lahan, infrastruktur, sarana 
angkutan dan mobilitas pengguna jasa. Semua komponen ini dikelola 
dengan rapi ke dalam sistem transportasi masa berbasis bus yang 
terintegrasi dengan subway, LRT, dan angkutan sungai.sistem ini bisa 
berjalan dengan sukses karena tiga komponen triprait bersinergi 
dengan baik dan saling menguntungkan, komponen ini tidak hanya 
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan kata lain, sistem terseut 
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didukung oleh regulasi yang jelas, pendanaan yang transportasi dan 
juga masyarakat. Pemerintah pun berperan menetapkan standar 
pelayanana minimal dan sistem tariff yaitu pedoman operator atau 
pengusaha. Dengan demikian pemerintah akan membeli layanan 
terbaik operator melalui mekanisme tender dan mengawasi operator 
secara berkeinambungan. 
F. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana pengelolaan transportasi di jalan Malioboro. 
b. Hambatan  yang ditemui dalam melakukan program penataan 
transportasi di Jalan Malioboro? 
c. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengelola transportasi di 
kawasan ruang publik seperti jalan Malioboro. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian Kualitatif atau sering juga disebut metode Naturalistik.  Metode 
Kualitatif adalah  metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek alamiah (Sugiyono 2010:8). Alasan peneliti menggunakan 
metode ini adalah peneliti ingin mendapatkan data sesuatu dengan keadaan 
yang ada tanpa dimanipulasi. 
Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci. 
Peneliti diharapkan mampu bertindak secara cermat, responsif, dan 
bersifat interaktif terhadap lingkungan penelitian untuk mendapatkan 
informasi dan pengetahuan dengan seluas-luasnya. Sedangkan instrument 
pengumpul data yang lain selain manusia adalah dengan menggunakan alat 
bantu yaitu dengan melakukan studi pustaka yang berupa buku-buku 
literature, foto, surat kabar, maupun dokumen-dokumen lainnya yang 
dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun 
hanya bersifat sebagai instrument pendukung. 
B. Data dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adala data yang dikumpulkan secara langsung dari 
lapangan penelitian (Erwan Agus dan Dyah Ratih,2007:20). 
Sedangkan menurut Lofland (1984:47) dalam Moleong (2010:157) 
sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 
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tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dll. Kata-
kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari 
lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. 
Dengan bertolak dari uraian diatas maka, untuk mendapatkan 
informasi langsung tentang Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 
pengelolaan transportasi Di Jalan Malioboro Yogyakarta, 
pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara 
tersetruktur dan observasi berperanserta. 
Wawancara terstruktur adalah yaitu wawancara yang disusun 
secara terperinci sehingga menyerupai check list. Sedangkan Observasi 
Nonpartisipan adalah  peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan 
sehari- hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 
sumber data penelitian. Dari definisi tersebut maka alasan peneliti 
menggunakan metode wawancara terstruktur dan observasi 
nonpartisian adalah untuk menggali topik – topik atau permasalahan 
yang ada di dalam pengelolaan transportasi di jalan Malioboro, dengan 
ikut pengamatan peneliti dapat mengetahui permasalahan secara lebih 
mendalam. 
 
 
2. Data Skunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
terdahulu yang dilakukan pihak lain. Data sekunder dapat pula berupa 
majalah, bulletin, publikasi dari berbagai organisasi lampiran-lampiran 
dari badan-badan resmi seperti dinas , hasil-hasil studi, tesis, hasil 
survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data 
skunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi 
yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan 
informan. 
Agar pemilihan sumber data sesuai dengan acuan teori dan 
pertanyaan penelitian maka pengambilan data dilakukan dengan 
mengikuti kaidah wawancara yang baik serta pertanyaan yang 
diberikan mengarah pada topik penelitian dan acuan teori, adapun 
kajian teori yang menjadi acuan dalam pengumpulan data adalah:  
Ruang publik, Sistem transportasi, dan Peraturan daerah. 
C. Tempat dan waktu Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan gambaran dari suatu lokasi yang diteliti. 
Dalam penelitian ini, lokasi yang  di ambil untuk penelitian  adalah Jalan 
Malioboro,  Yogyakarta, dan juga dinas KIMPRASWIL Yogyakarta yang 
terletak di Jalan Kenari No 56 Yogyakarta dinas perhubungan dan UPT 
jalan Malioboro.  
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November sampai dengan 
Januari dengan Total waktu penelitian 20 hari. 
D. Subjek Penelitian 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
tekhnik menggunakan teknik Bola Salju (snow ball) maka pewawancara 
dapat menanyakan kepada terwawancara siapa-siapa lagi yang kiranya 
memenuhi persyaratan itu hingga pada akhirnya terkumpul informasi yang 
penuh dan mencapai titik jenuh dalam melakukan pengumpulan data. 
Adapun subjek  yang diambil untuk penelitian ini adalah  
1) Kepala bagian Bina Marga, Dinas Pemukiman dan Prasarana 
wilayah Kota Yogyakarta. 
2) Kepala UPT Jalan Malioboro. 
3) Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 
4) Pengemudi transportasi umum khusunya di jalan malioboro 
meliputi Becak, Bus kota,Andong dan Taxi.  
E. Instrument dan kisi-kisi Penelitian 
a. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang di gunakan 
oleh penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 
sistematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen 
penelitian adalah angket, ceklist atau daftar centang, pedoman 
wawancara, pedoman pengamatan. Ceklist sendiri memiliki wujud 
yang bermacam – macam. Dalam penelitian ini, instrume penlitian 
adalah peneliti dan pedoman wawancara. 
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Langkah- langkah menusun instrumen Iskandar (2008: 79) 
mengemukakan enam langkah dalam penyusunan instrumen penelitian, 
yaitu: Mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti. 
a) Menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi 
b) Mencari indikator dari setiap dimensi. 
c) Mendeskripsikan kisi-kisi instrument 
d) Merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen 
e) Petunjuk pengisian instrumen. 
Adapun Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah  
Variabel Sub Variabel 
Pengelolaan (Manajemen 
Transportasi) 
a. Bagaiamana Pemerintah 
melaksanakan pengelolaan 
transportasi dalam bidang 
perencanaan/ 
b. Peran dinas dalam biang 
penagturan transportasi umum 
di jalan Malioboro. 
c. Pengawasan yang dilakukan 
oleh pemerintah dalam bidang 
pemanfaatan jalan dan 
peraturan lalulintas 
d. Peran pemerintah dalam 
mengandalikan pemrasalahan 
yang terjadi dai jalan 
Malioboro 
 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik-teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi.  
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1. Teknik Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang diharuskan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal- hal dari respondennya sedikit lebih kecil. Wawancara 
adalah percakapan dengan maksud tertentu.  Teknik wawancara 
dibagi menjadi 2 yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak 
terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
wawancara tersetruktur. Wawancara tersetruktur yaitu wawancara 
yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check list.  
Perencanaan wawancara: diawali dengan mementukan siapa 
yang akan diwawancarai yaitu dengan cara memilih beberapa orang 
yang memenuhi persyaratan. Dalam moleong (2010:199) disebutkan  
mereka adalah yang berperan, yang pengetahuannya luas tentang 
daerah atau lembaga tempat penelitian . serta mereka yang suka 
bekerjasama untuk kegiatan penelitian yang dilakukan. Untuk 
melakukan penggalian informasi, wawancara dilakukan dengan 
orang-orang yang dimungkinkan memiliki pengetahuan luas tentang 
peran pemerintah kota Yogyakarta dalam pengelolaan transportasi di 
Malioboro Yogyakarta. 
Orang- orang yang dimaksud dalam hal ini adalah penjabat 
pemerintahan di pemerintah  Kota Yogyakarta, pengemudi moda 
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transportasi yang berada di kawasan Malioboro. Pejabat pemerintahan 
merupakan orang yang dapat menempati kedudukan sebagai informan 
pertama kali. Karena dengan mewawancarai orang tersebut 
diharapkan peneliti mampu untuk memperoleh beberapa informasi 
penting sebagai langkah awal untuk mendapatkan informan 
berikutnya, mengingat bahwa teknik peneliti untuk mendapatkan 
informan adalah dengan menggunakan teknik Bola Salju (snow ball) 
maka pewawancara dapat menanyakan kepada terwawancara siapa-
siapa lagi yang kiranya memenuhi persyaratan itu hingga pada 
akhirnya terkumpul informasi yang penuh dan mencapai titik jenuh 
dalam melakukan pengumpulan data.  
2. Teknik Dokumentasi 
Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai 
sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 
dimanfaatkan untuk menguji , menafsirkan  bahakan untuk 
meramalkan. Tekhnik Dokumentasi yaitu mencari data mengenal data 
mengenai hal- hal  atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 
surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya 
(Suharsimi Arikunto,1999:236). Dibandingkan dengan metode lain, 
maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada 
kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan 
metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda 
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mati. Beberapa dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain : 
a) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2011 tentang 
fungsi, rincian,tugas dan tata kerja dinas pemukiman dan prasarana 
wilayah kota yogyakarta. 
b) Peraturan Walikota No 22 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi 
Pokok Dins Perhubungan. 
c) Peraturan Walikota No 8 Tahun 2012 Tentang Tugas dan Fungsi 
Pokok Unit Pelaksanaan Tekhnis dan Pengleolan Kawasan Jalan 
Malioboro  
d) Rencana Jangka Pendek Kota Yogyakarta Tahun 2012 
e) Rencana Jangka Menengah Kota yogyakarta Tahun 2012 sampai 
2016. 
f) Wajah baru malioboro Yogyakarta (Sumber : National 
Geographic,senin 13 agustus 2012/Olivia Lewi pangesti) 
g) Malioboro di Dorong Menjadi Kawasan Ramah Pejalan Kaki (Tempo, 
Rabu 7 november 2012/Pribadi Wicaksono) 
h) Hari Ini wajah baru Malioboro Di Perkenalkan (Tempo, 12 Agustus 
2012/Pribadi Wicaksono) 
i) Revitalisasi Malioboro Yang Ramah Pejalan kaki (Tempo, Kamis 5 
juli 2012/Anang Zakarya) 
j) Kawasan Titik Nol di Pasangi Pagar Patok (Kedaulatan Rakyat 
Jogja,Senin 16 Juli 2012/Yoga Hanggara) 
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3. Teknik Observasi 
Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 
proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 
(Sutrisno Hadi 1986 dalam Sugiyono). Tekhnik observasi di bagi 
menjadi dua yaitu 
1. Observasi berperanserta (Participant Observation), dalam 
observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari- hari orang 
yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 
penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang 
diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 
tingkat makna setiap perilaku yang nampak. 
2. Observasi Nonpartisipan, dalam observasi  ini peneliti tidak terlibat 
dan hanya sebagai pengamat independen.  
Dalam penelitian ini peneliti menggunkan teknik obsevasi 
pengamat  Nonpartisipan . Hal ini dikarenakan dengan observasi 
Nonpartisipan peneliti bisa mendapatkan data yang lebih lengkap dan 
mendalam sehingga data yang terkumpul lebih akurat dan lengkap. 
Adapaun hal yang di amati dalam penelitian ini adalah  
1. Tingkat Kepadatan lalulintas di jalan Malioboro Yogyakarta. 
2. Pemanfaatan Ruang milik Jalan di jalan malioboro yogyakarta.. 
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3. Jenis Kendaraan/ Moda transportasi yang melintasi Jalan Malioboro. 
Untuk mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya digunakan 
untuk mengadakan kontak dengan responden, dalam Moleong (2010:199) 
disebutkan bahwa karena responden adalah orang-orang pilihan, maka 
dianjurkan peneliti sendiri yang menghubunginya tanpa meminta orang 
ketiga yang melakukannya.  
G. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data (Moleong 2010:280). 
Dalam penelitian ini, menggunakan metode perbandingan tetap, karena 
dalam analisis data secara tetap membandingkan satu datum dengan datum 
yang lain, dan kemudian membandingkan satu kategori satu dengan 
kategori yang lain.Analisis perbandingan tetap ini digunakan untuk 
membandingan dan menganalisis data yang telah diperoleh dari informan 
kunci (pejabat Pemerintahan Kota Yogyakarta) dan informan pendukung 
seperti pengemudi moda tranportasi di jalan malioboro, sehingga dari 
analisis data tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai peran pemerintah 
Kota Yogyakarta dalam pengelolaan transportasi umum di kawasan 
Malioboro Yogyakarta. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 
analisis data adalah sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
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Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data 
yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen 
pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, berita media, dan sebagainya. 
Data yang sangat banyak tersebut setelah dibaca, dipelajari dan 
ditelaah kemudian peneliti memilih data-data yang sesuai/relevan 
dengan topik dan melakukan identifikasi satuan (unit). 
2. Katagorisasi 
Katagorisasi adalah upaya memilah milah setiap satuan ke 
dalam bagian bagian yang memiliki kesamaan. 
3. Sintesisasi  
Mensintesiskan berarti mencari kaitan antara satu katagori 
dengan katagori tertentu. 
4. Menyusun “Hipotesis kerja” 
Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan 
yang proposisional. Hipotesis kerja ini merupakan teori subsantif 
(yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data) 
H. Pemeriksaan Keabsahan Data. 
Data penelitian dianggap sah apabila memenuhi empat kriteria. 
Yaitu: derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan (transferability), 
kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 
Sedangkan untuk  mencapai kriteria tersebut diperlukan adanya teknik 
yang digunakan untuk mengecek keabsahan data. 
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Teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi 
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memenfaatkan sesuatu 
yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu. Tekhnik triangulasi di bagi menjadi empat 
macam yaitu tekhnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 
sumber, metode, penyelidikan dan teori (Denzin dalam Moleong ). Dalam 
penelitian ini, peneliti mengunkan teknik triangulasi berdasarkan sumber 
untuk melakukan tes keabsahan data. Triangulasi dengan sumber berarti 
membadingkan dan mengecek balik derajak kepercayaan suatu yang 
berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dikutip dalam Moleong 
2010:330). Dalam penelitian ini pemerikasaan keabsahan data dengan cara 
memandingkan data dari sabyek yang satu dengan subjek yang lain atau 
data yang di peroleh dari Dinas pemukiman dan prasarana wilayah jota 
yogyakarta denan responden yang lain yaitu pengemudi alat transportasi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
a. Letak Geografis 
Jalan Malioboro adalah nama salah satu jalan dari tiga jalan di 
Kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke 
perempatan Kantor Pos Yogyakarta. Secara keseluruhan terdiri dari 
Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro dan Jalan Jend. A. Yani. 
Jalan Malioboro merupakan poros Garis Imajiner Kraton Yogyakarta.   
Blok Malioboro sebagai kawasan pembatas dan jalur bercitra 
budaya pariwisata dan atau perjuangan yang mempunyai batas meliputi 
: 
1) Sebelah utara : Jalan Kyai Mojo, Jalan Pangeran Diponegoro, 
Jalan Jenderal Sudirman. 
2)  Sebelah timur : Sungai Code 
3) Sebelah selatan : Jalan Panembahan Senopati dan Jalan Kyai 
Haji Ahmad Dahlan 
4) Sebelah barat : Sungai Winongo 
b. Keistimewaan Jalan Malioboro. 
Jalan malioboro yogyakarta memiliki suatu keistimewaan 
tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke yogyakarta. Dengan 
berbagai keunikan yang dimiliki yaitu sebagai pusat perbelanjaan, 
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pariwisata bisnis, pendidikan serta budaya jalan malioboro menjadi 
lebih istimewa. ciri khas pada jalan ini yaitu pedagang kaki lima yang 
menawarkan dagangan berupa batik dan juga pernak pernik trandisional 
menambah kesahajaan akan kota yang berbudaya.  
Kawasan yang di kenal juga sebagai jantung kota yogyakarta juga 
menawarkan berbagai jenis transportasi yang unik yaitu andong dan 
becak yang menambah khas kota yogyakarta.  Dengan transportasi  
tradisional ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang 
dating mengunjungi jalan malioboro. 
c. Visi dan Misi Kota Yogyakarta. 
Sesuai dengan RPJP Kota Yogyakarta tahun 2005-2025, visi Kota 
Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut."Kota 
Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis 
Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan". 
Dalam rangka mewujudkan visi kota, sebagaimana diamanatkan dalam 
RPJPD ditetapkan misi sebagai berikut : 
1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota 
Pendidikan 
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota 
Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan. 
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam 
pelayanan jasa. 
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4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah 
lingkungan 
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, 
beretika, beradab dan berbudaya. 
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola 
pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang 
bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum. 
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan 
damai 
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas. 
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat. 
2. Diskripsi Data Penelitian 
a. Tugas Pokok Dinas Terkait Pengelolaan Transportasi Umum di 
Jalan Malioboro. 
1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta  
Dalam pengelolaan transportasi umum di jalan malioboro,  memiliki 
peran ataupun tugas dalam biang pengaturan lalau lintas ataupun 
manajemen lalau lintas adapun tugas dinas Perhubungan dalam 
pengelolaan transportasi umum adalah  
a) Majanemen Lalu Lintas 
1) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan 
permasalahan yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas 
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2)  merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi 
dan melaporkan kegiatan Seksi. 
3) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 
petunjuk teknis yang berkaitan dengan manajeman lalu lintas. 
4) melaksanakan survei volume dan kecepatan lalu lintas 
5)  melaksanakan survei untuk mengetahui asal dan tujuan 
perjalanan. 
6) mengolah dan menganalisis data lalu lintas. 
7) melaksanakan identifikasi tingkat pelayanan jalan. 
8) melaksanakan pembuatan juknis, pembinaan & pengendalian 
serta pengawasan. 
9) melaksanakan kajian teknis yang berkaitan dengan analisis 
dampak lalu lintas. 
10) melakukan koordinasi pola pengaturan dan rekayasa dengan 
instansi terkait. 
11) membuat kajian dan melaksanakan hasil kajian lalu lintas pada 
suatu kawasan. 
12) melaksanakan koordinasi manajemen penggunaan jalan diluar 
kepentingan lalulintas. 
13) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi 
14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
b) Pengendalian Operasional 
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1) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan pengendalian operasional. 
2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Seksi. 
3) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 
petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian operasional. 
4) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan 
pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas. 
5) melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengaturan dan 
pengamanan jalan penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas. 
6) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka 
pengawalan tugas kedinasan. 
7) merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi 
terkait dalam penanganan penegakan peraturan di bidang 
perhubungan. 
8) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi. 
9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
2. Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta 
Dalam kaitanya dengan bidang pengelolaan transportasi umum di 
jalan malioboro Dinas Kimprawil memiliki Tugas Bina marga yaitu 
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi pengelolaan kebinamargaan. 
Bidang Bina Marga mempunyai tugas : 
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a) menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, 
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang 
berkaitan dengan kebinamargaan. 
b) menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan kebinamargaan. 
c) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang. 
d) menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 
evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan bangunan 
pelengkap dan perlengkapan jalan, peralatan dan perbekalan. 
e) menyelenggarakan pengelolaan jalan, jembatan dan bangunan 
pelangkap jalan. 
f) menyelenggarakan kajian teknis dan pemberian perijinan yang 
berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan 
(rumija). 
g) menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang. 
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 
Bidang Bina Marga memiliki beberapa bagian atau seksi, ada 
dua seksi yang masing- masing mempunyai tugas, adapun tugas 
masing- masing bagian adalah sebagi berikut : 
a) Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas: 
41 
 
1) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan pengelolaan jalan dan jembatan. 
2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Seksi; 
3) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 
petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan jalan dan 
jembatan. 
4) menyusun dan melaksanakan standar perencanaan Ruang Milik 
Jalan (Rumija), Ruang Manfaat Jalan (Rumaja). 
5) melaksanakan pemanfaatan ruang milik jalan. 
6) melaksanakan promosi dan penyeliaan teknis yang berkaitan 
dengan pemanfaatan jalan dan jembatan. 
7) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 
8) melaksanakan kajian teknis dan pelayanan administrasi dan 
pencabutan perijinan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan 
penggunaan ruang milik jalan (rumija). 
9) melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan serta 
penggunaan ruang milik jalan (rumija). 
10) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi. 
11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
b) Seksi Bangunan Pelengkap Jalan mempunyai rincian tugas: 
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1)  mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. 
2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan seksi. 
3) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 
petunjuk teknis yang berkaitan dengan bangunan pelengkap jalan. 
4) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan 
pelengkap jalan. 
5) melaksanakan pemanfaatan peralatan dan perbekalan. 
6) melaksanakan pemungutan retribusi penggunaan alat berat. 
7) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perbekalan. 
8) melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan 
pengamanan perlengkapan, peralatan dan perbekalan. 
9) melaksanakan kajian teknis perizinan “In Gang”  
10) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi. 
11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 
3. Unit Pelaksanaan Tekhnis Jalan Malioboro 
Unit Pelaksanaan Teknis di jalan malioboro dalam kaitan 
pengelolaan trasnportasi umum memiliki tugas sebagai pelaksana dan 
juga pengawasan, UPT jalan Malioboro memiliki kerjasama dengan 
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berbagai pihak terkait pengembangan kawasan jalan Malioboro, 
Adapun tugas UPT Kawasan Malioboro adalah 
a) Fungsi UPT 
1) Menyusun perencanaan, program, anggaran dan  laporan. 
2) Melakukan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, 
pertamanan,  sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya 
yang menjadi kewenangan UPT. 
3) Melakukan pemberdayaan komunitas Malioboro. 
4) Melakukan promosi kawasan Malioboro. 
5) Melakukan pembinaan, pengawasaan, pemantauan dan 
pengendalian ketentraman, keamanan dan ketertiban di kawasan 
Malioboro; 
6) Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan, 
pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketertiban 
kelancaran lalu lintas kawasan Malioboro. 
7) Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kendaraan tidak 
bermotor di kawasan Malioboro 
8) Melakukan urusan kerumahtanggaan  UPT. 
Dalam Kaitnya bekerja sama dengan dinas terkait UPT memiliki beberapa 
tugas atau peran yaitu  
a. Dalam bidang kebersihan, Pertamanan, sarana dan Prasarana 
  
1. melaksanakan pengelolaan kebersihan, pemungutan dan 
penyetoran retribusi kebersihan di kawasan Malioboro. 
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2. melaksanakan pemeliharaan taman; 
3. melaksanakan  fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana pengairan 
dan drainase. 
4. melaksanakan fasiltasi dan koordinasi pemeliharaan trotoar, jalan 
dan bangunan pelengkap jalan  serta  pengecatan kerp ke instansi 
terkait. 
5. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan inlet 
permukaan/chamber  Saluran Air Limbah (SAL) ke instansi terkait. 
6. melaksanakan fasiltasi dan koordinasi pemeliharaan fasilitas umum 
kamar mandi dan WC. 
7. melaksanakan pemeliharaan lampu taman, lampu antik beserta 
asesorisnya di kawasan malioboro; 
8. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyedotan air limbah 
pedagang kaki lima di kawasan Malioboro dengan instansi terkait. 
9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT. 
b.Dalam Bidang Ketertiban dan Lalu lintas 
1. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengaturan dan rekayasa 
dengan instansi terkait. 
2. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan Alat Pengatur 
Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu dengan koordinasi dengan 
instansi terkait. 
3. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengaturan dan 
pengendalian kendaraan tidak bermotor di kawasan Malioboro. 
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4. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan, 
pemantauan dan pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas  
5. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengaturan dan 
pengamanan jalan di luar kepentingan lalu lintas dengan instansi 
terkait . 
6. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan penegakan 
peraturan dibidang perhubungan dan penegakan peraturan 
perundangan lainnya. 
7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan, pembinaan 
dan penertiban perparkiran. 
8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat khusus parkir 
diluar kepentingan parkir/tempat parkir swasta;. 
9. melaksanakan fasilitasi pelayanan penerbitan perizinan tempat 
parkir swasta, tempat parkir pemerintah dan tepi jalan umum. 
10. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat parkir swasta, 
tempat parkir pemerintah dan tepi jalan umum 
11. melaksanakan pengawasan dan pembinaan juru parkir. 
12. melaksanakan fasilitasi dengan pihak terkait dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan manajemen perparkiran; 
b. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta di bidang Sarana Dan 
Prasarana Yang Berkualitas: 
1. Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan 
terintegrasi antar moda berbasis pada efisiensi dan berkeadilan. 
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Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai 
kebutuhan, termasuk tingkat elektrifikasi rumah tangga dan dunia 
usaha yang tinggi. Terselenggaranya teknologi komunikasi yang 
efisien dan modern guna terciptanya Kota Yogyakarta sebagai cyber 
city terkemuka diIndonesia. 
2. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana publik yang mantap di 
sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, 
pendidikan dan energi. 
3. Tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas 
keadilan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata 
ke segenap lapisan masyarakat. 
c. Prioritas Pembangunan 
1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. 
Dalam rencana Pembangunan Tahun 2O12 Dinas Perhubungan memiliki 
proiritas pembangunan, Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2O12 
adalah 
a) Program Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, 
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan tujuan dari program ini adalah 
Mempertahankan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan. 
b) Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 
Terpenuhinya pelayanan angkutan perkotaan dengan load factor dari 
32% menjadi 33%. 
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c) Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 
Terwujudnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas. 
d) Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran. 
e) Program Peningkatan Administrasi Pengelolaan Barang 
Daerah.Tujuan dari program ini adalah  Meningkatnya kesesuaian 
dengan standar pelaksanaan prosedur dari 90% menjadi 91%. 
f) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Meningkatnya 
pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 
81%. 
g) Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah Optimalnya 
pemanfaatan aset dari 80% menjadi 82%. 
 
2. Dinas Kimpraswil kota Yogyakarta 
 
Program pembanguanan dinas pemukiman dan prasarana wilayah kota 
yogyakarta. 
1) Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan tujuan 
dari program ini adalah Meningkatnya Sarana dan Prasaran Jalan dan 
Jembatan. 
2) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tujuan dari 
pembangunan ini adalah dalam bentuk target yaitu Berkurangnya 
kerusakan dari 17,91% menjadi 14,31%. 
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3) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan tujuan dan target 
dari pembangunan ini adalah Terbangunnya Talud /Terpasangnya 
Bronjong dan  Terbangunnya saluan pengairan. 
4) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase target dari 
pembangunan ini adalah Berkurangnya genangan air dari 57 titik 
menjadi 52 titik. 
5) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan tujuan dari 
pembangunan ini adalah Jalan Umum Meningkatkan Penerangan 
Jalan Umum dari 19.158 titik menjadi 20.158 titik. 
6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL adalah 
Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air 
Limbah. 
7) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana tujuan dari program ini 
adalah Dasar Permukiman Meningkatnya Pengelolaan Sarpras Perkim 
96%-97%. 
8) Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur, tujuan pembangunan 
ini adalah  Terlaksananya pengembangan rencana rinci dan 
infrastruktur kawasan. 
3.  Dinas Pariwisata dan Budaya (Unit Pelaksanaan Teknis Kawasan 
Malioboro. 
1. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Tersosialisasikannya dan 
teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat. 
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2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terkelolanya bangunan cagar 
budaya, museum serta nilai budaya. 
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengelolaan keragaman 
budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya. 
4. Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 
Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan 
kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder. 
5. Program Pengembangan Pariwisata Menurunnya jumlah aduan 
wisatawan dari 15 menjadi 13 Naiknya IKM dari 70% menjadi 72%. 
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya jumlah 
dan varian destinasi wisata. 
d. Master Plan Dinas Terkait 
1. Dinas Perhubungan. 
a) Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana 
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan indiktor keberhasilan program ini 
adalah Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan. 
b) Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan indikator 
tercapainya tujuan ini adalah Tersedianya angkutan umum yang 
melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan 
kota,Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan  umum dalam 
trayek,Tersedianya terminal angkutan penumpang,Tersedianya SDM 
yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada 
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setiap perusahaan angkutan umum, dan Tersedianya unit pengujian 
kendaraan bermotor. 
c) Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang 
melayani trayek di dalam kota. 
d) Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran Program 
Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran. 
 
2. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta 
Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas Pemukiman dam 
prasarana wilayah kota Yogyakarta memiliki sasaran atau hasil untuk 
dicapai dalam kinerja setiap tahunnya hal ini di lakukan agar 
pembangunan  atau program yang dilaksanakan oleh dinas tepat sasaran, 
dalam pelaksanaan pembanguna dinas KIMPRASWIL selalu membuat 
masterplan ataupun rencana pembangunan, adapun rencana pembangunan 
dinas pemukiman dan prasarana wilayah kota Yogyakarta adalah 
1. Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer internal kota lokasi 
pembanguan rencana ini akan di laksanaka  di beberpa titik yaitu 
Jalan Kyai Mojo, Jalan Jendral sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, 
dan Jalan Ud.Adisucipto 
2. Pembangunan jaringan jalan Arteri Primer kota, lokasi rencana 
pembangunan  Jaringan lintas lingkar luar Kota Yogyakarta yaitu 
Jalan Ring Road Lintas Timur. 
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3. Pengembangan jaringan jalan Arteri Primer yang menghubungkan 
Kota Yogyakarta dengan wilayah diluar kota, lokasi pembangunan 
di Jaringan Lintas Yogyakarta-Sleman yaitu Jalan AM Sangaji, 
Jalan Magelang, Kaliurang dan Jalan Gejayan Jaringan lintas 
Yogyakarta-Bantul yaitu Jalan Serangan umum 1 Maret, Jalan 
Sisingamagraja, Jalan Parangtritis dan Jalan Imogiri. 
4. Pemantapan jaringan jalan Arteri Sekunder Jaringan Lintas Selatan 
yaitu Jalan Sugeng Jeroni, Mayjend Sutoyo, Kol Sugiono, Menteri 
Supeno, Perintis Kemerdekaan ,Ngeksigondo. Jaringan Lintas 
Tengah yaitu Sepanjang Koridor jalan RE Martadinata hingga 
JalanWonocatur. 
5. Pengembangan jaringan jalan Arteri Sekunder internal kota, 
Jaringan lingkar timur yaitu Jalan Aipda Tut Harsono. Jaringan 
lingkar barat yaitu Jalan Cokroaminoto. 
6. Pengembangan jaringan jalan Arteri Sekunder yang 
menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain diluar kota 
Jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul yaitu Jalan 
Patangpuluh. 
7. Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan kolekrot kota 
Jararingan jalan kawasan perdagangan yaitu Jalan Malioboro . 
Jaringan  jalan kawasan budaya yaitu Jalan Brigjen 
Katamso,Wahid Hasyim, Ahmad Dahlan dan Jalan MT Haryono. 
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Jaringan jalan kawasan pendidikan : Jalan Diponegoro, Sudirman 
dan Urip Sumoharjo. 
8. Pembangunan jembatan fly over KA Jalan HOS Cokroaminoto, 
Aipda Tut Harsono 
3. Dinas Pariwisata dan Budaya (Unit Pelaksanaan Tekhnis Kawasan 
Malioboro 
a. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya indokator program ini 
adalah Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya 
di masyarakat. 
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terkelolanya bangunan cagar 
budaya, museum serta nilai budaya 
c. Program Pengelolaan Keragaman BudayaPengelolaan keragaman 
budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya. 
d. Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 
Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan 
kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder. 
e. Program Pengembangan Pariwisata Menurunnya jumlah aduan 
wisatawan dari 15 menjadi 13 Naiknya IKM dari 70% menjadi 72%. 
f. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya jumlah 
dan varian destinasi wisata. 
e. Tanggapan pengemudi Alat Tranasportasi Umum 
Program perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah  kota 
Yogyakarta untuk mengambangkan kawasan malioboro terutama 
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untuk mengurai kemacetan di jalan yang merupakan icon kota ini. 
Pengemudi alat transportasi umum di jalan Malioboro merupakan 
subyek dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, para 
pengemudi alat transportasi ini yang melaksanakan peraturan yang di 
buat oleh pemerintah sehingga pendapat dari pengemudi alat 
transportasi umum juga diperluhkan sebelum melaksanakan suatu 
program atau kebijakan, agar setiap kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah dapat tempat sasaran, adapun tangapan dari pengemudi alat 
transportasi umum di jalan malioboro mengenai pengelolaan 
tarnsportasi umum yang dilakukan di jalan malioboro. 
1. Pengaspalan jalur lambat. 
Menurut JS yang berprofesi sebagai pengemudi becak ini dengan 
di aspalnya jalur lambat membuat trasnportasi tradisional seperti 
becak dan andong tidak mnggunakan rute yang sama dengan 
kendaraan bermotor lainnya. Karena kondisi jalan yang lebih halus 
dan resiko kecelakaan dapat diminimalkan dengan melewati jalur 
lambat ini. 
Namun sebenarnya bukan hanya perbaikan dari segi sarana 
dan prasarana yang kami butuhkan melainkan tindakan tegas dari 
pemerintah untuk mentertibkan parkir liar di sepanjang jalur 
lambat, karena selama ini jalaur lambat di alih fungsikan sebagai 
tempat parkir kendaraan dan grobak sehingga kami para tukang 
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becak tidak dapat memanfaatkan jalur ini secara maksimal dan 
tetap menggunakan jalur cepat untuk mengantar penumpang. 
2. Pembongkaran Pot di sepanjang jalan Maliboro 
Tujuan di bongkarnya pot beton di sepanjang jalan malioboro ini 
agar memberikan kemudahan bagi pejalan kaki untuk menyebang 
dan agar jalan terlihat lebih luas. Menurut SG supir taxi, dengan di 
bongkarnya Pot beton ini memudahkannya untuk mepet ke batas 
jalan ketika menurunkan penumpang sehingga dia tidak perlu 
mencari tempat yang longgar untuk menjemput dan menurunkan 
penumpang di sepanjang jalan malioboro. 
3. Andong berpopok 
Tujuan dari program ini adalah agar jalan malioboro terhindar dari 
bau pesing yang di sebabkan oleh kencing kuda yang tidak 
tertampung., sehingga menyebabkan bau yang tidak enak di 
kawasan jalan malioboro. Menurut EB selaku pengemudi andong. 
Sejauh ini saya setuju saja dengan program ini hal ini di karenakan 
kuda hanya menampung kotoran kuda dan penampungnya pun 
hanya kain. Namun saya juga menemui kesulitan jika harus 
memasang popok bagi kuda jantan karena popok hanya bisa di 
gunakan oleh kuda betina , sedangkan kusir andong kebanyakan 
sudah mengetahui jadwal kapan kuda kencing sehingga bisa 
mengantisipasinya dengan menaruh di wadah. 
4. Penambahan Zebra cross 
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Menurut S salah satu seorang penarik becak penambahan 17 unit 
Zebra cross itu berfungsi agar para pejalan kaki di jalan malioboro 
tidak menybrang sembarangan sehingga tidak menybabkan 
kecelakaan lalu lintas. Namun sebenarnya zebra cross juga tidak 
terlalu membantu hal ini di karenakan para pejalan kaki tetap saja 
mbandel dan menyebrang bukan pada tempatnya. 
B. Pembahasan 
1. Kondisi Transportasi Umum Di Jalan Malioboro. 
Permasalahan transportasi perkotaan  umumnya meliputi 
kemacetan lalulintas, parkir, angkutan umum,polusi dan masalah 
ketertiban lalulintas (Munawar, 2004). Adapun Permasalahan Lalu 
lintas yang ada di Jalan Malioboro Adalah  
a. Kemacetan lalulintas akan selalu menimbulkan dampak negatif, 
baik terhadap pengemudinya sendiri maupun ditinjau dari segi 
ekonomi dan lingkungan. pengemudi kendaraan, kemacetan akan 
menimbulkan ketegangan (stress). Selain itu juga akan 
menimbulkan dampak negatif ditinjau dari segi ekonomi yang 
berupa kehilangan waktu karena waktu perjalanan yang lama serta 
bertambahnya biaya operasi kendaraan (bensin, perawatan mesin) 
karena seringnya kendaraan berhenti. Selain itu, timbul pula 
dampak negatif terhadap lingkungan yang berupa peningkatan 
polusi udara karena gas racun CO serta peningkatan gangguan 
suara kendaraan (kebisingan). Pedal rem dan gas yang silih 
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berganti digunakan akan menyebabkan penambahan polusi udara 
serta kebisingan karena deru suara kendaraan. Kemudian untuk 
menghilangkan stress, para pengemudi akan lebih sering 
menggunakan klakson sehingga menimbulkan kebisingan.  
Salah satu penyebab dari kemacetan di jalan malioboro 
adalah Ketidakseimbangan antara luas jalan dengan jumlah 
kendaraan atau transportasi yang melewati jalan malioboro 
yogyakarta. Banyaknya kendaraan yang lewat merupakan 
penyebab utama jalan malioboro sering mengalami kemacetan. 
Ketidak seimbangan volume kendaraan ini disebabkan karena 
kurangnya manajemen transportasi di jalan malioboro, tidak ada 
pembatasan kendaraan yang melewati jalan ini membuat jalan 
malioboro semakin terasa semrawut. 
b. Fasilitas Parkir, banyak daerah pusat keramaian yang tidak 
memiliki fasilitas ini. Sehingga berdampak bagi pemanafaatan 
lahan sekitar daerah tersebut, Kawasan Malioboro juga tidak 
memiliki faslitas parkir yang cukup memadahi sehingga 
menyebabkan banyak pengunjung kawasan ini untuk memarkirkan 
kendaraannya di sepanjang jalan malioboro, hal ini juga di perparah 
dengan dengan masalah retribusi parkir yang dilegalkan oleh 
pemerintah kota. Hal ini telah berjalan lama dan harapannya akan 
ada perubahan/perbaikan terutama dalam hal ketersediaan lahan 
parkir di Malioboro. 
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c. Fasilitas Angkutan Umum, di jalan Malioboro yang mendominasi 
angkutan di kawasan ini adalah Bus, Andong,Becak dan Taxi 
namun masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang 
efisien. Hal ini disebabkan karena kurangnya prasarana yang 
mendukung dalam pemanfaatan moda transportasi umum. Di jalan 
Malioboro transportasi tradisional seperti Becak dan Andong 
belum memiliki rute nya sendiri sehingga harus berbaur dengan 
transportasi cepat sehingga menyebabkan kemacetan, kawasan 
jalur lambat sering di manfaatkan pedagang untuk memarkirkan 
grobak sehingga pemanfaatnya belum maksimal. 
Dalam kasus transportasi umum di jalan maliboro 
Yogyakarta tidak hanya keberadaan angkutan umum yang 
mempengaruhi kemacetan lalu lintas namun juga karena prasarana 
yang ada di juga kurang memadahi. Dalam kajian teori tarnsportasi 
yang baik harus memiliki beberapa faktor pendukung  yaitu : 
1) Rute yang terdiri dari asal, tujuan, dan lintasnya. 
Di jalan malioboro sudah ada rute namun pengkhususnya rute 
untuk beberapa moda transportasi tradisional belum dilaksanakan 
dengan baik sehingga masih menyatu dengan kendaraan bermotor, 
kendaraan tradisional memiliki jalur lambat namun hanya di 
manfaatkan sebagi tempat mangkal dan tempat parkir gerobak para 
pedagang kaki lima. 
2) Prasarana sesuai dengan transportasi yang digunakan. 
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Dalam hal ini jalan malioboro belum memiliki sarana yang 
mendukung seperti jalur transjogja yang masih berbaur dengan 
transportasi umum lainnya, jalur lambat namun belum di fungsikan 
secara maksimal trotoar yang di jadikan lahan parkir dan pedagang 
kaki lima. 
3) Sarana alat untuk melakukan perpindahan. 
Di jalanMalioboro terdiri dari banyak moda transportasi dari 
transportasi tradisional sampai dengan transportasi modern, 
adapaun moda transportasi yang beroprasi di jalan Maliobro adalah 
Becak, Andong, Taxi, Bus dan lain sebagainya. 
4) Pengawasan. 
Dalam kegiatan transportasi umum di jalan Malioboro terutama 
dalam pemanfaatan lahan atau ruang milik jalan, masih di katakana 
jauh dari pengawasan tidak ada tindakan tegas yang di lakukan 
oleh pemerintah untuk mentertibkan para pedagang dan lahan 
parkir yang memakan badan jalan. 
 
 
2. Peran Pemerintah dalam Penglolaan Transportasi Umum di Jalan 
Malioboro 
a. Peran Dinas Perhubungan 
Dalam peran pengelolaan trasnportasi umum di Jalan Malioboro 
Yogyakarta Dinas Perhubungan kota Yogyakarta memiliki 
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berbagai peran ataupun program dalam mengurangi kemacetan dan 
masalah lalulintas yang ada di jalan Malioboro. Adapun program 
yang dilakukan adalah 
1) Rekayasa Manajemen Lalu lintas. 
Beban lalu lintas Jalan Malioboro yang cukup padat akan 
dikurangi secara bertahap dengan memaksimalkan ruas jalan 
alternatif di sekitar kawasan Jalan Malioboro dengan 
menjalankan Rekayasa Manajemen Lalu lintas. Manajemen 
dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, 
pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan 
dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara 
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 
Oleh karena itu Dinas Perhubungan mencoba melakukan 
manajemen lalu lintas dengan cara membuat sistem 
transportasi yang membuat masyarakat menggunakan rute atau 
alternatif jalan lain dengan cukup  nyaman misal dengan 
memanfaatkan Jalan Mataram atau Jalan Sutomo dan Jalan 
Bayangkara.     
2) Memperbaiki Layanan Angkutan Publik 
Merupakan upaya dalam bidang pengendalian dimana 
dengan  memperbaiki layanan anguktan umum  dapat 
mengurangi beban lalu lintas di Jalan Malioboro. Program ini 
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bisa di lakukan dengan memperbaiki layanan angkutan publik 
sehingga masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi ke 
Angkutan umum. Agar masyarakat mau menggunakan 
kendaraan umum. Pemerintah juga memiliki rencana 
candangan untuk menaikan tarif parkir agar masyarakat mau 
beralih ke kendaraan umum. Pemerintah juga berusaha 
memberikan edukasi kepada masyarakat untuk beralih ke 
kendaraan umum di bandingkan kendaraan pribadi. 
3) Infrastruktur/ Penyediaan Lokasi Parkir. 
Memaksimalkan fungsi parkir di kawasan Malioboro, akan 
Berdampak bagi beban lalu lintas di Jalan Malioboro.  
Pemerintah berusaha menambah lokasi parkir seperti di Bekas 
Kantor Dinas Pekerjaan Umum. 
b. Peran Dinas Kimpaswil. 
Dinas Kimpraswil memiliki beberapa peran dalam 
pengelolaan transportasi umum di Jalan Malioboro khususnya 
dalam bidang mengelolaan sarana dan prasarana Lalu Lintas. 
Adapun program yang dilakukan oleh dinas Kimprawil dalam 
mengatasi masalah transportasi umum di Jalan Malioboro adalah  
1. Pembanguanan atau perbaikan taman di titik nol. 
Perbaikan taman di sekitar kawasan jalan malioboro 
bertujuan untuk memperindah tampilan jalan malioboro dan hal 
ini juga berkaitan dengan revitalisasi kawasan malioboro.  
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2. Pembangunan Trotoar. 
Dengan pembangunan atau pengatian conblok dengan batu 
candi tentu saja memiliki tujuan untuk mengembalikan fungsi 
trotoar sebagai lahan pejalan kaki bukan parkir kendaraan 
bermotor dan menjadikan trotoar agar lebih ramah terhadap 
pejalan kaki karena dengan pengantian conblok menjadi batu 
alam akan menimbulkan suasana masa lalu daerah malioboro. 
3. Pengasapala Jalur lambat. 
Pengaspalan ini merupakan upaya revitalisasi horizontal di 
kawasan yang masih menjadi icon utama pariwisata (jalan 
malioboro). Tujuan dari pengaspalan jalur lambat ini adalah 
untuk mengembalikan fungsi jalur lambat sebagai jalur 
trnasportasi tradisional atau becak dan andong, dan tidak di 
jadikan untuk lahan parkir grobak dan kendaraan bermotor. 
Menurut Kepala dinas pemukiman dan Prasarana Wilayah Toto 
Suroto , proyek revitalisasi  dengan pengaspalan jalur lambat. 
Mendapat suntikan dana sebesar Rp 1,1 miliar, pengaspalan tak 
hanya untuk jalan Malioboro. Namun juga sepanjang jalan 
Ahmad Yani sepanjang 600 meter, dari jalan Dagen hingga 
ujung selatan di utara Gedung Agung.  
4. Pemasangan patok di titik nol 
Pemasangan ini bertujuan untuk menghindari titik nol agar 
tidak di gunakan sebagai lahan parkir. Tujuan dari pemerintah 
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adalah mengembalikan fungsi titik nol, di titik ini dilarang untuk 
dijadikan lahan parkir dan perdagangan, kawasan titik nol hanya 
akan di jadikan sebagai tempat untuk beristirahat (Nongkrong)  
 Hal tersebut dikatakan Kepala UPT Malioboro, Syarif 
Teguh, Senin (16/7/2012) dan pemasangan patok termasuk upaya 
untuk penataan kawasan tirik nol. Selain itu menjadi manajemen 
rekayasa fisik sehingga tidak ada gangguan dalam penataanya.(KR 
jogja,16  juli 2012) 
5. Penambahan 17 Zebra cross. 
Tujuan dari penambahan zebra cross ini adalah agar masyarakat 
yang berkunjung ke jalan maliboro atau sekedar berjalan- jalan 
tidak menyebrang jalan sembarangan sehinga angka kecelakaan 
dan kemacetan dapat di minimalisasi. Jika para pejalan kaki 
menyebrang jalan sembarangan ini akan menybabkan banyak 
mobil berhenti mendadak sehingga kecelakaan dan kemaetan akan 
bertambah. Menurut kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana 
wilayah Toto suroto  Agar pejalan kaki lebih nyaman 
menyeberang, jumlah Zebra Cross diperbanyak menjadi 17 titik. 
Beberapa di antaranya dilengkapi dengan traffic light.  
6. Pembangunan Jembatan Amarto (Agawe Majuning Ngayogjokarto) 
Jembatan ini di fungsikan untuk atau sebagai pengalihan 
arus kendaraan bermotor yang akan melewati jalan malioboro itu 
diharapkan menjadi solusi mengatasi masalah kemacetan arus lalu-
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lintas di kawasan Malioboro. Selama ini kawasan Jl Kleringan 
sepanjang lebih kurang 200 meter itu sering menjadi titik macet 
arus lalu lintas menuju Malioboro. 
7. Penghilangan Pot Beton. 
Penghilangan beton setinggi setengah meter itu bagian dari 
upaya pemerintah kota merevitalisasi Malioboro agar lebih ramah 
bagi pejalan kaki. Jika sebelumnya, pejalan kaki harus mencari 
celah di antara pot untuk melintas, kini cara itu tak perlu lagi. 
“Bahkan ada yang sampai naik ke pot untuk menyeberang jalan,” 
kata Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Toto 
Suroto. Tujuan dari penghilangan pot beton ini juga agar kendaraan 
memiliki ruang yang lebih lebar untuk melintasi jalan Malioboro. 
c. Peran Unit Pelayanan Tekhnis Pengelolaan Malioboro. 
UPT Kawasan Malioboro memiliki kewenangan mengelola 
kawasan Malioboro yaitu mulai dari Taman Parkir Abu Bakar Ali 
hingga ke titik nol kilometer, termasuk kawasan parkir di selatan 
Pasar Beringharjo. Beberapa aspek pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawab UPT Kawasan Malioboro adalah lalu lintas, 
pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan dan pertamanan, 
pembinaan usaha mikro kecil dan menengah, pembinaan pariwisata 
serta ketertiban. Adapun Peran yang dilaksanakan oleh UPT 
kawasan Malioboro  dalam pengelolaan transportasi umum di jalan 
Malioboro adalah 
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1. Pemasangan CCTV  
Pemasangan CCTV di sekitar titik rawan kemacetan dan 
kejahatan. Dengan pemasangan CCTV ini diharapkan dapat 
memantau lalulintas ataupun trasnportasi yang ada di 
malioboro. CCTV ini dapat membantu memberikan informasi 
kepada turis tentang berbagai titik kemacetan dan keramaian di 
jalan malioboro. 
2. Pemanfaatan Radio Komunitas. 
Dengan pemanfaatan radio ini adalah dengan pemanfaatan 
radio ini pengunjung kawasan Malioboro dapat mengetahui 
berbagai informasi tentang tingkat keramaian di jalan 
malioboro, dan juga terhindar dari kejahataan saat berkunjung 
di jalan Malioboro. Dengan mengfungsikan radio ini 
diharapkan para wisatawan tidak hanya berkumpul di 
malioboro namun juga dapat berkunjung ke daerah lain. 
3. UPT Kawasan Malioboro bekerjasama dengan Polresta 
UPT Malioboro menjalin kerjasama dengan Satlantas 
Polresta Yogyakarta, untuk menindak atau menilang 
pengendara sepeda motor yang memarkir kendaraannya di 
jalur becak kawasan Malioboro. Langkah tersebut menurutnya 
agar penindakan terhadap pelanggar lebih efektif. Koordinasi 
dengan Polresta itu sekaligus sebagai respon atas keluhan para 
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tukang becak yang jalurnya kerap diserobot untuk parkir 
kendaraan maupun gerobak pedagang. Dengan turunnya 
anggota kepolisian, kelak diharapkan jalur tersebut steril dari 
kendaraan bermotor, dan khusus untuk becak atau andong 
sehinga tidak menyebabkan masalah transportasi yang lain dan 
dapat meminimalisir kemacetan.. 
4. Patroli, UPT kawasan Malioboro melaksanakan patroli untuk 
mengamankan atau menjaga ketertiban di sekitar kawasan 
jalan Malioboro terutama pada saat hari libur, kawasan ini 
sangat padat pengunjung dan kemacetan lalu lintas tidak dapat 
di hindari. Patroli di laksanakan empat kali dalam sehari.  
 
5. Hambatan Pelaksanaan Program Pengelolaan Transportasi 
Umum di Jalan Malioboro. 
Dalam pelaksanakan berbagai program pengelolaan transportasi 
umum di jalan malioboro tentu saja banyak kendala yang di hadapi 
oleh dinas pemukiman dan prasarana wilayah kota Yogyakarta adapun 
kendala yang di hadapi oleh dinas pemukiman adalah 
a. Kondisi Ekonomi 
Masalah ekonomi merupakan hambatan yang sangat mendasar 
terkait pengelolaan transportasi umum di jalan malioboro 
Yogyakarta. Hal ini di di sebabkan dengan banyaknya pedagang 
kaki lima yang menggunakan fasilitas umum untuk mencari nafkah 
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contoh kongkrit yaitu para pedagang yang berjualan di sepanjang 
trotoar malioboro dan juga tukang parkir di sebanjang ruas trotoar 
tentu saja tidak mungkin untuk di gusur, karena akan menimbulkan 
berbagai permasalahan lain. Para pedagang tidak ingin 
meninggalkan trotoar juga di karenakan jalan malioboro ramai 
akan pengunjung maka jika para pedagang kaki lima di relokasi 
maka omset akan menurun drastis, sehingga sampai saat ini 
kawasan malioboro belum di sebut kawasan ramah pejalan kaki. 
b. kondisi Sosial  
Permasalahan yang terkait dengan kondisi social di 
kawasan Malioboro Yogyakarta adalah kondisi social yang terkait 
dengan pembebasan lahan untuk di jadikan fasilitas umum. 
Pemerintah kota Yogyakarta sejauh ini masih kesulitan untuk 
melakukan transaksi pembebasan lahan di sekitar kawasan 
sehingga pengembangan kawasan Maliboro terkait dengan 
transportasi masih sangat sulit, keterbatasan lahan untuk pelebaran 
jalan menuntut semua program yang di buat oleh Pemerintah kota 
Yogyakarta harus fleksibel atau mengikuti situasi social yang ada. 
Tidak hanya dari segi pembebasan lahan saja namun 
komunitas yang ada di jalan malioboro juga sering menolak untuk 
di ajak bekerjasama, adapun komunitas yang ada di jalan 
malioboro adalah Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Komunitas 
Kawasan Malioboro (LPKKM), Ketua Dewan Pengurus Daerah 
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(DPD) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) 
Paguyuban Parkir Malioboro.  
c. Kondisi Geografis. 
Letak kawasan malioboro juga mempengaruhi program yang akan 
dilaksanakan oleh Pemerintah  kota Yogyakarta, dimana luas lahan 
di kawasan maliboro tidak memungkinkan untuk melakukan 
pelebaran jalan ataupun menata ruang kota kembali, ditambah 
kondisi trotoar kawasan malioboro yang di gunakan untuk lahan 
parkir membuat tatakota dan transportasi kawasan malioboro 
semakin semarawut. Kondisi geogrfis di jalan malioboro tidak 
memungkinkan untuk membuat lahan parkir di bawah tanah hal ini 
di karenakan kawasan malioboro telah mengalami kemiringan 
sekitar 100- 150 meter dari permukaan laut sehingga tidak 
memungkinkan membuat parkir di bawah tanah karena akan 
menggangu kondisi air bawah tanah.  Tentu ini juga akan 
pengelolaan transportasi umum di kawasan malioboro. 
6. Solusi Yang di Terapkan. 
Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh  Pemerintah Kota 
Yogyakarta  tentu banyak hambatan yang di alami, dari hambatan di 
atas maka solusi yang di terapkan oleh Pemerintah kota Yogyakarta 
adalah 
a. Mengoptimalkan ruang yang ada dengan tidak mengabaikan 
hambatan yang ada. Dengan ruang milik jalan yang sangat terbatas 
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kawasan Maliboro, dikembangkan dengan melakukan berbagai 
pembangunan yang dapat memafaatkan lahan yang tersedia. 
Dengan keadaan lahan yang terbatas dinas pemukiman dan 
prasarana wilayah berusaha untuk membuat rencana seperti 
membuat lahan parkir bertingkat. Pembebasan lahan dan juga 
bekerjasama dengan PT KAI guna kepentingan perparkiran. 
b. Kondisi ekonomi yang di dalamnya termasuk PKL dan juga tukang 
parkir. Kaitanya dengan persoalan ini tentu saja pemerintah kota 
Yogyakarta  tidak dapat mengusur para pedagang, pemerintah tidak 
memungkinkan melakukan perlebaran jalan maka dinas 
memberikan keleluasaan bagi pemerintah tingkat kecamatan untuk 
mengatur daerahnya. Dengan kebijakan kearifan local pemerintah 
dapat menangani berbagai permasalah di tingkat kecamatan, dinas 
pemukiman dan prasarana wilayh pun memberikan ijin bagi tukang 
parkir selama pemerintah kota belum memiliki lahan parkir yang 
mencukupi maka trotoar dapat di fungsikan sebagai lahan parkir. 
c. Menjadikan kawasan malioboro menjadi daerah pejalan kaki, 
dengan menjadikan kawasan ini menjadi daerah pejalan kaki juga 
merupakan langkah yang dapat di tempuh, dengan menjadi 
llingkungan pejalan kaki, tidak akan mematikan omset atau 
ekonomi pedagang kaki lima yang ada di kawasan ini. Pengaliha 
lahan parker juga tetap akan mendapat pemasukan. Karena 
kendaraan pribadi tidak ada yang boleh melintas, hal ini juga akan 
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berdampak postif terhadap kenaikan pengguna jasa becak dan 
andong. 
d. Perbaikan Manajemen Trasnportasi di jalan Malioboro. 
Dengan melakukan perbaikan manajemen transportasi dapat 
mengurangi sedikit permasalahan yang ada di jalan malioboro 
Yogyakarta, manajemen transportasi yang di maksud disini adalah 
peraturan kendaraan yang boleh melewati atau melintasi jalan 
malioboro. Dengan pembatasan kendaraan akan sangat membantu 
dari segi pengurangan polusi Udara dan juga kemacetan, dengan 
pembatasan kendaraan ini juga dapat meningkatkan pendapatan 
penarik alat transportasi tradisional di kawasan malioboro sehingga 
dapat menambah pendapatan para tukang becak dan andong. 
Namun pemerintah juga harus memikirkan lokasi untuk parkir 
kendaraan pribadi para pengunjung yang akan datang ke malioboro 
sehingga tukang parkir pun tidak akan kehilangan pendapatannya. 
e. Melibatkan Komunitas untuk revitalisasi Jalan malioboro. 
Banyaknya penolakan daei para pihak yang berkepentingan 
di jalan malioboro dalam pengelolaan transportasi umum 
sebenarnya karena adanya masalah komunikasi. Pemerintah harus 
bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat yang mencari 
nafkah di jalan Malioboro, agar dapat menampung pendapat 
mereka. Hal ini juga di kemukakan oleh  Sekretaris Lembaga 
Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKKM) Edy 
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Susanto mengatakan apapun yang akan dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Kota Yogyakarta, 
pihaknya akan mendukung sepanjang LPKKM juga tetap 
dilibatkan sehingga aspirasi kami juga bisa diadopsi. 
Menurutnya, pemerintah selama ini belum melakukan sosialisasi 
kepada komunitas terkait rencana penataan kawasan Malioboro 
sehingga banyak pihak yang merasa belum memahaminya. 
“Karena belum memahami rencana penataan kawasan 
Malioboro, maka ada beberapa komunitas yang mengaku resah. 
Apalagi, berkembang wacana penataan Malioboro menjadi 
kawasan pedestrian. Pedestrian seperti apa yang akan diterapkan di 
Malioboro, ini membuat banyak komunitas khawatir. 
Dari wawancara tersebut juga di ketahui bahwa pemerintah 
belum sepenuhnya membuka diri dengan masyarakat khusunya 
kepada komunitas yang ada di jalan Maliobro. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan secara keseluruhan yang mencakup 
pengelolaan trasportasi umum di jalan malioboro, maka dapat di simpulkan 
sebagai berikut : 
Dinas yang terkait dalam pengelolaan transportasi umum di jalan 
Malioboro Yogayakarta adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah dan juga Dinas Pariwisata dan budaya yang lebih 
dikususkan lagi ke UPT Kawasan Malioboro Yogyakarta. Masing- masing 
Dinas memiliki perannya sendiri daalam pengelolaan transportasi umum di 
jalan Malioboro adapun peran dinas Perhubungan adalah sebagai Pihak yang 
membuat regulasi ataupun peraturan trasnportasi umum di Jalan Malioboro, 
Dinas Pemukiman dan Prasaran Wilayah kota Yogyakata memiliki peran 
sebagai penyedia fasilitas transportasi umum di kawasan ini sedangkan Peran 
UPT Kawasan Malioboro adalah sebagai pelaksana dari masing- masing 
program yang bekerjasama dengan UPT seperti pemelihaaan ketertiban dan 
juga sarana prasarana kawasan Malioboro. 
Hambatan yang di hadapi oleh dinas pemukiman dan prasrana wilayah 
Kota yogyakarta adalah Masalah ekonomi merupakan hambatan yang sangat 
mendasar terkait pengelolaan transportasi umum di jalan malioboro 
Yogyakarta. Hal ini di di sebabkan dengan banyaknya pedagang kaki lima 
yang menggunakan fasilitas umum untuk mencari nafkah di sepanjang jalan 
malioboro. Permasalahan yang terkait dengan kondisi social di kawasan 
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malioboro Yogyakarta adalah kondisi social yang terkait dengan pembebasan 
lahan untuk di jadikan fasilitas umum karena sudah tidak di mungkinkan 
untuk pelebaran jalan. Letak geografis jalan malioboro yang sudah tidak 
mungkin di tata kembali di karenakan sudah mengalami kemiringan dan akan 
sulit jika membuat bangunan di bawah tanah. 
Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengelolaan transportasi 
umu di jalan malioboro. Mengoptimalkan ruang yang ada dengan tidak 
mengabaikan hambatan yang ada. Dengan ruang milik jalan yang sangat 
terbatas kawasan Maliboro, dikembangkan dengan melakukan berbagai 
pembangunan yang dapat memafaatkan lahan yang tersedia. Memberikan 
keleluasaan bagi pemerintah lokal setingkat kecamatan untuk mengatur 
daerah kawasan malioboro. Karena pemerintah dianggap akan lebih 
mengetahui permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. 
Solusi lainnya adalah dengan mengajak komuitas yang ada di jalan malioboro 
untuk berdiskusi,  melaksanakan manajemena transportasi yang baik, 
menjadikan maliboro menjadi daerah pejalan kaki dan lain sebaginya. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini peneliti mengalami keterbatassan diantaranya : 
1. Terbatasnya data dari pemerintah yang di berikan kepada peneliti, di 
karenakan data bersifat tertutup dan pembukuan tidak terlalu rapi. 
2. Terbatasnya narasumber yang mengetahui dengan pasti mengenai program 
yang dilakukan oleh dinas pemukiman dan prasrana wilayah. 
C. Saran 
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Dari hasil pengamatan dan penelitian, maka peneliti dapat menyarankan 
beberapa solusi dalam pengelolaan transportasi di jalan malioboro 
1. Pembatasan kendaraan pribadi yang melewati jalan malioboro dengan 
disedikan lahan parkir yang mencukupi agar kendaraan tidak parkir di 
sepanjang jalan malioboro yogyakarta. 
2. Penindak tegasan parkir liar atau parkir yang memakan badan jalan 
malioboro, karena banyak bahu jalan yang digunakan untuk parkir. 
3. Penindak tegasan kepada pedagang kaki lima yang memarkirkan 
grobaknya di sembarang tempat khusunya jalur lambat. 
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LAMPIRAN I 
KUMPULAN RENCANA PEMBANGUNAN 
1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 
a. Hubungan Visi Misi dan Tujuan sasaran Pembangunan 
Visi Misi Tujuan  Sasaran Pembangunan 
Mewujudkan 
pembangunan 
sarana dan 
prasarana yang 
berkualitas 
Terwujudnya 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana yang 
Berkualitas 
Tersusunnya jaringan 
infrastruktur 
transportasi yang handal dan 
terintegrasi antar moda berbasis 
pada 
efisiensi dan berkeadilan. 
Terpenuhinya pasokan tenaga 
listrik 
yang handal dan efisien sesuai 
kebutuhan, termasuk tingkat 
elektrifikasi rumah tangga dan 
dunia 
usaha yang tinggi. 
Terselenggaranya 
teknologi komunikasi yang 
efisien dan 
modern guna terciptanya Kota 
Yogyakarta sebagai cyber city 
terkemuka di Indonesia 
  Meningkatkan sarana dan 
prasarana 
publik yang mantap di sektor 
transportasi, telekomunikasi, 
fasilitas 
umum, perumahan, pendidikan 
dan 
energi 
  Tingkat aksesibilitas sarana dan 
prasarana publik berdasarkan 
asas 
keadilan sehingga hasil 
pembangunan 
dapat dinikmati secara merata ke 
segenap lapisan masyarakat 
  Terwujudnya peningkatan 
kualitas 
hidup dan kesejahteraan 
masyarakat, 
termasuk berkurangnya 
kesenjangan 
kesejahteraan antar kelompok 
masyarakat, termasuk laki-laki 
dan 
perempuan 
 Meningkatkan kualitas 
lingkungan 
permukiman 
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 Mengembangkan Ruang 
Terbuka Hijau 
Kawasan Perkotaan (RTHKP) 
dan 
ruang publik yang cukup 
nyaman dan 
indah sebagai tempat bermain 
dan 
rekreasi keluarga 
Sumber : RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012 
 
b. Penjelasan Program Pembangunan Daerah 
Prioritas 
pembangunan 
Program/Pembangunan Kinerja SKPD 
Indikator Target 
Peningkatan 
pelayanan sarana 
dan prasarana 
infrastruktur 
Program Pembangunan dan 
Peningkatan Jalan dan 
Jembatan 
Meningkatnya 
Sarana dan 
Prasaran Jalan 
dan Jembatan 
1,4 Km Dinas 
Kimpraswil 
Program Rehabilitasi 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 
Berkurangnya 
kerusakan dari 
17,91% menjadi 
14,31% 
3.60% Dinas 
Kimpraswil 
Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan Pengairan 
Terbangunnya 
Talud 
/Terpasangnya 
Bronjong 
5300m Dinas 
Kimpraswil 
Terbangunnya 
saluan pengairan 
589m Dinas 
Kimpraswil 
Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan Drainase 
Berkurangnya 
genangan air dari 
57 titik menjadi 
52 titik 
5 titik Dinas 
Kimpraswil 
Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan Penerangan 
Jalan Umum 
Meningkatkan 
Penerangan Jalan 
Umum dari 
19.158 titik 
menjadi 
20.158 titik 
1.000 titik Dinas 
Kimpraswil 
Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan SAL 
Terlaksananya 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Saluran Air 
Limbah 
1000 SR Dinas 
Kimpraswil 
Program Pengembangan 
Sarana dan Prasarana 
Dasar Permukiman 
Meningkatnya 
Pengelolaan 
Sarpras Perkim 
96%-97% 
1% Dinas 
Kimpraswil 
Pengembangan Rencana 
Rinci dan Infrastruktur 
Kawasan 
Terlaksananya 
pengembangan 
rencana rinci dan 
infrastruktur 
kawasan 
100% Dinas 
Kimpraswil 
Sumber : RKPD kota Yogyakarta Tahun 2012 
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2. Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 
a. Peluang, tantangan dan isu strategis Transportasi 
Peluang Tantangan Isu strategis 
a) Adanya kerjasama 
pengelolaan transportasi 
dengan pihak swasta dan 
asing. 
b) Dukungan masyarakat 
yang cukup tinggi 
terhadap Pengelolaan 
angkutan umum dengan 
sistem buy the service. 
c) Tingginya minat 
maskapai 
penerbangan/airlines 
untuk membuka rute 
penerbangan langsung 
dari dan ke Yogyakarta 
melalui Bandara 
Adisutjipto. 
d) Letak Provinsi DIY yang 
berada pada poros lintas 
selatan Jawa baik sisi 
lalu lintas angkutan jalan 
maupun dari sisi lalu 
lintas kereta api. 
e) Letak Bandara 
Adisutjipto yang dapat 
dikembangkan menjadi 
bandara dengan 
pelayanan antar moda 
jalan raya, kereta api dan 
udara. 
f) Keberadaan double track 
Solo-Kutoarjo sebagai 
bagian double track 
Surabaya-Jakarta lintas 
selatan, meningkatkan 
kemudahan akses dari 
dan ke Yogyakarta 
menggunakan kereta api. 
1) Tingginya jumlah 
pemakaian kendaraan 
pribadi terutama sepeda 
motor. 
2) Aksesibilitas wilayah 
dalam provinsi yang belum 
merata dan masih 
banyaknya tempattempat 
wisata yang belum 
terjangkau oleh pelayanan 
transportasi. 
3) Rendahnya pemahaman 
masyarakat tentang 
pentingnya pengendalian 
ruang manfaat 
jalan (rumaja) untuk 
kegiatan di luar kegiatan 
transportasi. 
4) Kurangnya kepedulian 
masyarakat terhadap 
keberadaan fasilitas 
keselamatan jalan 
(rambu, marka, guardrail 
dan APILL) yang berfungsi 
untuk mengatur, 
mengendalikan dan 
mengarahkan pergerakan 
lalu lintas jalan. 
5) Kurangnya kepedulian 
dan dukungan dari 
masyarakat terhadap 
kebijakan Transport 
Demand Management 
(TDM) sebagai salah satu 
solusi pengurangan 
1) Penyediaan pelayanan 
angkutan umum yang 
aman, nyaman, murah dan 
tepat waktu 
dengan dukungan penuh 
terhadap kebijakan 
Transport Demand 
Management (TDM). 
2) Peningkatan jaringan 
jalan berikut fasilitas 
keselamatan menuju daerah 
terisolir, kawasan 
budaya dan wisata serta 
sentra-sentra industri. 
3) Pengembangan pola 
transportasi angkutan 
massal, baik MRT maupun 
LRT dengan 
menggunakan pola jaringan 
radial konsentrik terhadap 
koridor dan satelit, 
memanfaatkan 
lintas timur - barat dan 
utara - selatan yang telah 
ada. 
4) Peningkatan penyediaan 
fasilitas pelayanan 
transportasi yang 
menunjang keamanan dan 
kenyamanan pemakai jalan. 
5) Pengembangan prasarana 
terminal terpadu di Bandara 
Adisutjipto dengan 
menitikberatkan pada 
kemudahan transfer antar 
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kemacetan. 
6) Untuk angkutan barang, 
selama ini di wilayah DIY 
belum mempunyai terminal 
barang 
(bongkar-muat) yang 
representatif dan tidak 
adanya pembatasan area 
serta waktu 
operasi angkutan yang 
masuk ke dalam kota 
walaupun ada masih lemah 
dalam 
pelaksanaanya. 
7) Obstacle Bandara 
Adisutjipto menyebabkan 
perpanjangan landas pacu 
menjadi terbatas, 
selain status bandara 
“enclave civil” yang ada. 
moda. 
6) Pengembangan 
infrastruktur angkutan 
barang dengan memberikan 
kemudahan transfer 
point angkutan umum 
dengan angkutan barang. 
 
3. RPJMD  2012-2016 Kota Yogyakarta 
a. Data Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 
No Uraian Kelas 
Jalan 
Jalan Kota 
2007 2008 2009 2010 2011 
1 Kelas I 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
2 Kelas II 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 
3 Kelas III 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 
4 Kelas III A 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
5 Kelas III B 14,39 14,39 14,39 14,68 14,68 
6 Kelas III C 14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 
7 Non Kelas  
Tidak dirincian 
174,8 174,8 174,8 174,8 174,8 
Jumlah 247,8 247,8 247,8 248,09 248,09 
Sumber : Dinas Permukiman dan PrasaranaWilayah Kota Yogyakarta 2007-2011 
 
 
b. Data Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan Kota Yogyakarta Tahun 2007 -2011 
No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011* 
1 Panjang Jalan 247,8  247,8 247,8 248,09 248,09 
2 Jumlah Kendaraan 290466    308426 327378 344078 243849 
3 Rasio 0,000853  0,000803 0,000757 0,000721 0,001017 
Sumber : Dinas Permukiman dan PrasaranaWilayah Kota Yogyakarta 2007-2011 
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*: data hingga Juni 2011 
c.  Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan  
 
Tujuan Sasaran  Strategi   Arah kebijakan 
Meningkatkan kualitas 
pelayanan 
Publik 
Terwujudnya sarana dan 
prasarana 
perkotaan yang memadai 
Peningkatan penataan 
ruang yang 
sesuai dengan peraturan 
yang berlaku 
Meningkatkan cakupan 
rencana rinci tata 
ruang dan kawasan 
strategis kota 
Mengembangkan 
kawasan citrakota 
Mengoptimalkan 
penataan kawasan 
sungai 
Peningkatan sarana dan 
prasarana 
perkotaan yang 
berkualitas dan inklusif 
Meningkatkan kualitas 
sarana dan 
prasarana jalan dan 
jembatan 
Meningkatkan kualitas 
talud/bronjong dan 
saluran pengairan 
Meningkatkan kualitas 
sistem jaringan 
Drainase 
Meningkatkan kualitas 
sarana dan prasaran 
air limbah 
Meningkatakan kualitas 
sarana dan 
prasarana persampahan 
Meningkatkan kualitas 
sarana dan 
prasarana dasar 
pemukiman berbasis 
kewilayahan 
Meningkatkan 
pemenuhan kebutuhan 
bangunan gedung 
pemerintah sesuai 
standar kebutuhan 
khususnya yang ada di 
wilayah dan berwawasan 
inklusif 
Peningkatan sistem 
transportasi 
perkotaan 
Meningkatkan kualitas 
sarana dan 
prasarana perhubungan 
Meningkatkan kualitas 
manajemen lalu 
lintas dan angkutan jalan 
Meningkatkan penataan 
parkir kendaraan 
bermotor dan tidak 
bermotor 
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d.Rencana struktur Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2009-2029 
 
Rencana 
struktur 
ruang 
Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW 
Arah 
pemanfaatan 
Ruang/Indikasi 
Program 
Lokasi Waktu Pelaksanaan 
Lima 
tahun ke-
I 
(2010- 
2014) 
Lima 
tahun ke-
II 
(2015- 
2019) 
Lima 
tahun ke-
III 
(2020- 
2024) 
Lima 
tahun 
ke-IV 
(2025- 
2028) 
Perwujudan 
Sistem 
Jaringan 
Jalan 
      
Jaringan Jalan 
Arteri Primer 
Pemantapan 
jaringan jalan 
Arteri Primer 
internal kota 
Jalan Kyai Mojo, 
Jalan Jendral 
sudirman, Jalan 
Urip 
Sumoharjo, 
dan Jalan Ud. 
Adisucipto 
    
Pembangunan 
jaringan jalan 
Arteri Primer 
Internal kota 
Jaringan lintas 
lingkar luar 
Kota 
Yogyakarta 
yaitu 
Jalan Ring Road 
Lintas Timur 
    
Pengembangan 
jaringan jalan 
Arteri Primer 
yang 
menghubungkan 
Kota Yogyakarta 
dengan wilayah 
diluar kota 
Jaringan Lintas 
Yogyakarta-
Sleman 
yaitu Jalan AM 
Sangaji, Jalan 
Magelang, 
Kaliurang 
dan Jalan 
Gejayan 
    
 Jaringan lintas 
Yogyakarta-
Bantul 
yaitu Jalan S.O 1 
Maret, Jalan 
Sisingamagraja, 
Jalan 
Parangtritis 
dan Jalan 
Imogiri 
    
Jaringan Jalan 
Arteri 
Sekunder 
Pemantapan 
jaringan jalan 
Arteri Sekunder 
Jaringan Lintas 
Selatan yaitu 
Jalan 
Sugeng Jeroni, 
Mayjend 
Sutoyo, Kol 
Sugiono, 
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Menteri 
Supeno, 
Perintis 
Kemerdekaan , 
Ngeksigondo 
  Jaringan Lintas 
Tengah yaitu 
Sepanjang 
Koridor 
jalan RE 
Martadinata 
hingga 
JalanWonocatur 
    
Pengembangan 
jaringan jalan 
Arteri Sekunder 
internal kota 
Jaringan lingkar 
timur yaitu 
Jalan 
Aipda Tut 
Harsono 
    
Jaringan lingkar 
barat yaitu 
Jalan 
Cokroaminoto 
    
Pengembangan 
jaringan jalan 
Arteri Sekunder 
yang 
menghubungkan 
Kota Yogyakarta 
dengan wilayah 
lain diluar kota 
Jaringan lintas 
Yogyakarta ke 
arah 
Kabupaten 
Bantul 
yaitu Jalan 
Patangpuluh 
    
Jaringan Jalan 
Kolektor 
Primer 
Pemantapan dan 
pengembangan 
jaringan jalan 
kolekrot kota 
Jar. jalan 
kawasan 
perdagangan 
yaitu 
Jalan Malioboro 
    
  Jar. jalan 
kawasan 
budaya yaitu 
Jalan 
Brigjen 
Katamso, 
Wahid Hasyim, 
Ahmad Dahlan 
dan 
Jalan MT 
Haryono 
    
  Jar. jalan 
kawasan 
pendidikan : 
Jalan 
Diponegoro, 
Sudirman dan 
Urip 
Sumoharjo 
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Jembatan Pembangunan 
jembatan fly 
over 
KA 
Jalan HOS 
Cokroaminoto, 
Aipda Tut 
Harsono 
    
Sumber RPJMD kota yogyakarta 2009-2013 
 
e. Matriks Arah Program pembangunan 
 
Pekerjaan Umum Arah Prioritas Program  
Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan 
Penerangan Jalan Umum 
Pelaksanaan Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 
diarahkan pada prioritas peningkatan dan 
pemeliharaan PJU, panel jaringan dan 
lampu hias, peningkatan PJU Kampung dan PJU 
Lingkungan 
Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 
Pelaksanaan Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan diarahkan 
pada prioritas peningkatan dan pemeliharaan jalan 
dan jembatan, peningkatan dan 
pemeliharaan bangunan pelengkap jalan 
Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan 
Pengairan 
Pelaksanaan Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan Pengairan diarahkan pada 
prioritas peningkatan dan pemeliharaan saluran 
pengairan, peningkatan dan 
pemeliharaan bangunan talud 
Program Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan SAL 
Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan SAL diarahkan pada 
prioritas peningkatan dan pemeliharaan sarana 
prasarana SAL 
Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan 
Bangunan Gedung Pemerintah 
Pelaksanaan Program Peningkatan dan 
Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 
diarahkan pada prioritas pembuatan tandon air 
Kantor PKB Linmas, Pembangunan 
dan Rehabilitasi bangunan Pemerintah fasilitas 
kesehatan, pendidikan, sosial, 
perkantoran, sarana perekonomian, dan sarana 
prasarana lainnya 
Program Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Persampahan 
Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Persampahan diarahkan 
pada prioritas operasional pembersihan sampah, 
operasional pengangkutan sampah, 
pembinaan pengelolaan kebersihan dan operasional 
retribusi, pengembangan sarana 
dan prasarana pengelolaan persampahan, 
peningkatan operasi dan pemeliharaan 
sarana prasarana pengelolaan persampahan, 
peningkatan kinerja pengelolaan 
persampahan berbasis masyarakat 
Sumber RKPD kota yogyakarta Tahun 2012-2016 
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f. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja masing masingMisi Kota Yogyakarta Tahun 
2012-2016 
No INDIKATOR KINERJA 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 
Kondisi 
Kinerja 
pada awal 
periode 
RPJMD 
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja 
pada akhir 
periode 
RPJMD 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 
 Terwujudnya sarana 
dan 
prasarana perkotaan 
yang 
memadai 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
1 Peningkatan penataan 
ruang yang sesuai 
dengan 
peraturan yang berlaku 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tersedianya informasi 
mengenai RTRWKota 
beserta Rencana rincinya 
melalui peta analog dan 
peta 
digital 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tersedianya penerangan 
jalan umum(PJU) pada 
jalan 
kota 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Meningkatnya kualitas 
penerangan jalan umum 
90% 91% 92% 93% 94% 95% 95% 
2 Peningkatan sarana 
dan 
prasarana perkotaan 
yang 
berkualitas 
       
 Tersedianya jalan yang 
menghubungkan 
pusatpusat 
kegiatan dalam 
wilayah kota 
(aksesibilitas 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Tersedianya jalan yang 
memudahkan masyarakat 
perindividu melakukan 
perjalanan (mobilitas) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Tersedianya jalan yang 
menjamin pengguna jalan 
berkendara dengan 
selamat 
(keselamatan) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Tersedianya jalan yang 
menjamin kendaraan 
dapat 
berjalan dengan selamat 
dan 
nyaman (kondisi jalan) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Tersedianya jalan yang 
menjamin perjalanan 
dapat 
dilakukan sesuai dengan 
kecepatan rencana 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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(kecepatan) 
 Meningkatnya kualitas 
sarana dan prasarana 
jalan 
dan jembatan 
77% 78% 79% 80% 81% 82% 82% 
 Tersedianya air irigasi 
untuk 
pertanian rakyat pada 
sistem irigasi yang sudah 
ada 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Meningkatnya kualitas 
talud/bronjong dan 
saluran 
pengairan 
70,0% 70,5% 71,0% 71,5% 72,0% 72,5% 72,5% 
 Tersedianya 
sistemjaringan 
drainase skala kawasan 
dan 
skala kota 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Tidak terjadinya 
genangan > 
2 kali/tahun 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Tersedianya system air 
limbah setempat yg 
memadai 
20% 20% 30% 40% 50% 60% 60% 
 Tersedianya sistemair 
limbah skala 
komunitas/kawasan/kota 
12,5% 13,6% 14,7% 15,8% 16,9% 18,0% 18% 
 prosentase penyediaan 
fasilitas pengurangan 
sampah di perkotaan 
15% 18% 21% 24% 27% 30% 30% 
 Tersedianya sistem 
penanganan sampah di 
perkotaan 
74% 75% 76% 77% 78% 80% 80% 
 Tersedianya air baku 
untuk 
memenuhi kebutuhan 
pokok 
minimal sehari-hari 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Tersedianya akses air 
minumyg aman melalui 
system penyediaan air 
minum dg jaringan 
perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan 
terlindungi dg kebutuhan 
pokok minimal 60 
liter/orang/hari (sangat 
baik) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Cakupan lingkungan 
yang 
sehat dan aman yang 
didukung dengan PSU 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Meningkatnya kualitas 
dan 
kuantitas sarana dan 
prasarana dasar 
permukiman 
60% 64% 67% 71% 75% 78% 78% 
 Meningkatnya 
pemenuhan 
bangunan gedung sesuai 
80% 81% 82% 83% 84% 85% 85% 
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standar kebutuhan 
 
Sumber RPJMD kota yogyakarta Tahun 2012-2016 
 
 
3.Rencana Pembangunan daerah Pariwisata 
perwilayahan Pembanguan  Destinasi Pariwisata 
 
 
Sumber :Perda DIY No 1 Tahun 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perwilayahan pembangunan destinasi Pariwisata 
daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
mencakup:  
A. KAWASAN LERENG MERAPI BAGIAN 
SELATAN dan sekitarnya  
B. KAWASAN PRAMBANAN – RATU BOKO 
dan sekitarnya  
C. KAWASAN GODEAN – MOYUDAN dan 
sekitarnya  
D. KAWASAN KRATON – MALIOBORO dan 
sekitarnya  
E. KAWASAN KASONGAN – TEMBI – 
WUKIRSARI dan sekitarnya  
F. KAWASAN PARANGTRITIS – DEPOK – 
KUWARUdan sekitarnya  
G. KAWASAN BARON – SUNDAK dan sekitarnya  
H. KAWASAN SIUNG – WEDIOMBO – 
BENGAWAN SOLO PURBA dan sekitarnya  
I. KAWASAN PATUK dan sekitarnya  
J. KAWASAN KARST GUNUNG SEWU dan 
sekitarnya  
K. KAWASAN CONGOT – GLAGAH – TRISIK 
dan sekitarnya  
L. KAWASAN PEGUNUNGAN MENOREHdan 
sekitarnya  
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LAMPIRAN II 
Kumpulan Artikel/Berita Jalan Malioboro 
1. Wajah baru malioboro Yogyakarta (Sumber : National Geographic,senin 13 agustus 
2012/Olivia Lewi pangesti) 
Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu saja sudah tidak asing di 
telinga. Inilah salah satu objek wisata yang terkenal dengan pusat perbelanjaan 
khasYogyakarta. Dari makanan, pakaian, pernak pernik, dan apapun tentang Yogya hadir 
disana. Tak heran bila Malioboro tak pernah sepi dari incaran pengunjung baik yang 
berwisata ataupun sekedar jalan-jalan. 
Untuk menambah daya tarik wisatawan, kini Malioboro punya wajah baru. Pada 
Minggu (12/8), Malioboro memantapkan visi misinya untuk menjadi ruang publik 
terbuka dan toleran bagi pengunjung. Malioboro pun akan mencerminkan wajah aslinya 
kembali seperti tahun 1977 silam. 
Dalam acara launching acara wajah baru Malioboro, Walikota Yogyakarta 
Haryadi Suyuti mengatakan, wajah baru adalah menjadikan Malioboro sebagai kawasan 
bersih, tertib, dan nyaman. 
“Berbagai persoalan Malioboro seperti ketidaknyaman, semrawut, kemacetan, 
kebersihan, dan lainnya mulai akan diperbaiki secara sungguh-sungguh. Wajah asli 
Malioboro akan dikembalikan lagi sehingga pengunjung benar-benar merasa nyaman bila 
datang ke sini,” kata Haryadi.  
Untuk permak wajah ini, Malioboro ditata secara vertikal dan horizontal. 
Penataan vertikal menyangkut pengembalian wajah bangunan budaya asli dengan 
membersihkan papan reklame melintang. Hal ini bertujuan menampilkan kembali serta 
melestarikan cagar budaya bangunan bergaya Hindis dan China yang jumlahnya 
mencapai puluhan. 
Penataan horizontal berkaitan dengan penataan jalur lambat dan infrastruktur 
jalan untuk memperluas pemandangan. Berkaitan dengan keberadaan jalur lambat, mulai 
saat ini kecepatan kendaraan yang melintas Malioboro dibatasi maksimal 30 km/jam . 
Sementara itu, untuk penataan infrastruktur dilakukan dengan penghilangan pot-
pot tanaman dengan tanaman kecil dan memperbanyak zebra cross untuk akses pejalan 
kaki. 
“Malioboro memiliki icon baru yakni ramah untuk pejalan kaki. Dengan 
demikian, kesempatan pengunjung untuk menikmati Malioboro lebih lama bisa 
terwadahi. Pengunjung tidak perlu lagi takut terhadap ancaman kemacetan,” kata 
Haryadi. 
Penataan ini akan dilakukan secara bertahap dengan tahap pertama dilakukan 
hingga Jl. Dagen. Untuk selanjutnya, seluruh stakeholder harus melaksanakan komitmen 
bersama untuk mengembalikan wajah asli Malioboro. Sebagai contoh, pemilik toko di 
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sepanjang Malioboro yang menempati bangunan lama secara sadar harus menurunkan 
reklamenya. 
Istimewanya lagi, penataan wajah baru ini juga dibarengi dengan diresmikannya 
seragam khas Yogyakarta. Seragam khas ini merupakan perbaduan antara kain lurik dan 
batik. Seragam ini nantinya akan digunakan oleh semua stakeholder yang ada di 
Yogyakarta baik pelaku wisata maupun pejabat pemerintahan. 
Gubernur DIY Sri Sultan Hemengkubuwono X menyambut baik penataan wajah 
baru Malioboro ini karena mampu melestarikan icon sebagai kota budaya akan tetap 
terjaga. 
Sultan berharap penataan selalu berbasis pada pembangunan berwawasan 
lingkungan. Untuk itulah tanaman-tanaman kecil di sepanjang Malioboro perlu 
diperbanyak. Bahkan tak hanya sekedar tanaman, namun tanaman dengan filosofi 
tersendiri. 
 
2. Malioboro di Dorong Menjadi Kawasan Ramah Pejalan Kaki (Tempo, Rabu 7 november 
2012/Pribadi Wicaksono) 
TEMPO.CO, Yogyakarta - Rencana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 
memulai revitalisasi kawasan Jalan Malioboro pada 2013 masih buntu. Pasalnya, sejak 
dilakukan pertemuan Pemerintah DIY dengan Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional bersama konsultan Jepang, Yoichiro, di Yogyakarta, April lalu, hingga kini 
belum ada perkembangan berarti.  
“Katanya akan mengkaji, tapi hasil atau kisi-kisinya belum ada yang diserahkan,” 
kata Tavip Agus Rayanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, seusai 
menyampaikan paparan kepada Gubernur DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa, 6 
November 2012. Dia menambahkan, revitalisasi Malioboro merupakan proyek Bappenas, 
yang akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan Stasiun Tugu. 
Mulai dari penataan parkir yang kian padat hingga perwujudan kawasan 
pedestrian yang ramah pejalan kaki. Juga opsi pembuatan jalur bawah tanah di sepanjang 
Malioboro untuk membuka sentra kawasan ekonomi baru demi mengatasi kemacetan 
tumpukan parkir. 
Pada Juli lalu, tim teknis Bappenas sempat memaparkan kembali konsep 
Malioboro menjadi jalur pedestrian dengan dua opsi. Menciptakan kantong parkir bawah 
tanah dan atas. Tapi pembahasannya mandek lagi. 
Sultan Hamengku Buwono X sempat menyatakan tak setuju jika konsep 
pedestrian dibuat dengan membuat jalur bawah tanah sepanjang Malioboro. Hal itu untuk 
mengantisipasi jika ada tamu negara datang dan menggunakan jalan menuju Gedung 
Agung. “Yang sudah ada progresnya, konsep penataan kawasan Stasiun Tugu oleh PT 
Kereta Api Indonesia,” kata dia. 
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Tavip menyebutkan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara internal mulai 
menata dengan mengembangkan Stasiun Tugu sebagai kawasan bisnis dan sosial. 
Sejumlah apartemen akan dibangun. 
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Lilik Wahid Budi Susilo, 
menyambut positif jika ada komitmen pemerintah merevitalisasi Malioboro agar makin 
ramah pejalan kaki. "Namun yang relevan adalah area pedestrian sepenuhnya, sehingga 
transportasi umum bisa tetap melintas, tapi kendaraan pribadi dibatasi,” kata dia.  
Untuk truk bongkar-muat mal, pagi dibatasi hanya sampai jam sembilan. Area 
pedestrian itu, menurut Lilik, sangat bisa dipadu dengan jalur sepeda atau transportasi 
umum yang sifatnya massal. Aturan melintas bagi kendaraan pribadi, khususnya mobil 
dan sepeda motor, harus diperketat. 
Dia menambahkan, mewujudkan area pedestrian dapat dengan menambah 
fasilitas kenyamanan pejalan kaki. Misalnya, tempat istirahat, bahkan kalau perlu, ada 
fasilitas air minum gratis yang dikerjasamakan dengan toko atau hotel. 
Pengamat transportasi Universitas Gadjah Mada, Sigit Priyanto, menuturkan, jika 
area ramah pejalan kaki Malioboro bisa diwujudkan, akan berdampak pada sejumlah 
keuntungan bagi Pemerintah DIY. “Bisa menambah betah wisatawan dan membuat lama 
tinggal berwisata, sehingga berdampak pula pada sektor perekonomian pelaku bisnis,” 
kata dia. 
 
3. Hari Ini wajah baru Malioboro Di Perkenalkan (Tempo, 12 Agustus 2012/Pribadi 
Wicaksono) 
TEMPO.CO, Yogyakarta -- Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku 
Buwono X akan memperkenalkan wajah baru kawasan wisata Jalan Malioboro, 
Yogyakarta, pada Ahad, 12 Agustus 2012. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Malioboro Syarif Teguh memastikan peluncuran Malioboro baru akan dilakukan sekitar 
pukul 16.30. 
“Akan ada sejumlah revitalisasi yang bisa dilihat pengunjung,” kata Syarif. 
Penataan itu meliputi pembangunan fisik, yakni perbaikan taman-taman pembatas jalan 
dan pengaspalan ulang jalur lambat. Reklame-reklame tanpa izin pun telah ditertibkan 
untuk menciptakan ruang lebih lega dan rapi. 
Tak hanya itu, pihak Dinas Pariwisata Yogyakarta pun menggandeng sejumlah 
seniman instalasi luar ruang agar Malioboro semakin hidup. “Malioboro harus 
mencerminkan ikon Yogya sebagai kota budaya,” kata Syarif. Instalasi seni dengan 
bentuk berbagai macam obyek ini juga sengaja dipasang sebagai display jika wisatawan 
ingin berfoto di Malioboro. “Kami juga telah memberi pelatihan kepada pengemudi 
andong dan becak agar tertib parkir dengan penataan baru ini sehingga tidak membuat 
kawasan macet,” katanya. 
Selain penataan baru Malioboro itu, Sultan Yogya juga secara resmi akan 
meluncurkan penampilan baru para personel keamanan Malioboro. Mulai hari ini, mereka 
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tidak lagi mengenakan seragam satpam dan Satpol PP, tapi mengenakan pakaian kain 
lurik warna cokelat tua khas Yogya. Petugas keamanan Malioboro yang disebut Jogoboro 
ini terinspirasi dari petugas adat khas Bali yang disebut Pecalang. 
 
4. Revitalisasi Malioboro Yang Ramah Pejalan kaki (Tempo, Kamis 5 juli 2012/Anang 
Zakarya) 
TEMPO.CO , Yogyakarta: Kapan Anda terakhir kali datang ke Malioboro? 
Jangan pangling jika kini ada pemandangan berbeda di jantung wisata kota Yogyakarta 
itu. Tak ada lagi pot beton yang membatasi jalur lambat kendaraan tak bermotor dan jalur 
cepat untuk kendaraan bermotor. Hasilnya, jalur selebar 12 meter itu terlihat lebih lapang.  
Penghilangan beton setinggi setengah meter itu bagian dari upaya pemerintah kota 
merevitalisasi Malioboro agar lebih ramah bagi pejalan kaki. Jika sebelumnya, pejalan 
kaki harus mencari celah di antara pot untuk melintas, kini cara itu tak perlu lagi. 
“Bahkan ada yang sampai naik ke pot untuk menyeberang jalan,” kata Kepala Dinas 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah Toto Suroto, Rabu, 4 Juli 2012.  
Proses penghilangan beton itu berlangsung sejak dua pekan lalu. Dari 809 meter 
panjang jalan Malioboro, proyek ini baru berlangsung separuh jalan. Di sana sini masih 
tersisa bekas pembongkaran. Di ujung selatan jalan, pot beton masih utuh berdiri. 
“Targetnya H minus 10 hari sebelum lebaran, proyek ini sudah selesai,” katanya.  
Agar pejalan kaki lebih nyaman menyeberang, jumlah Zebra Cross diperbanyak 
menjadi 17 titik. Beberapa di antaranya dilengkapi dengan traffic light. Tak berhenti di 
sini, proyek revitalisasi ini akan diteruskan dengan pengaspalan jalur lambat. Mendapat 
suntikan dana sebesar Rp 1,1 miliar, pengaspalan tak hanya untuk jalan Malioboro. 
Namun juga sepanjang jalan Ahmad Yani sepanjang 600 meter, dari jalan Dagen hingga 
ujung selatan di utara Gedung Agung.  
Infrastruktur Malioboro memang sedang berbenah, namun masih ada sejumlah 
persoalan. Dari sampah hingga bau pesing kencing kuda penarik andong. Padahal upaya 
mengatasi persoalan itu sudah dilakukan. Di antaranya melalui pembagian 900 keranjang 
sampah bagi pedagang kaki lima. 
Untuk menghilangkan bau pesing, penyemprotan jalan dengan air pun ditempuh. 
Unit Pelaksana Teknis Malioboro menganggarkan dana sebesar Rp 30 juta untuk 100 
volume penyemprotan. Satu volume air mencapai satu unit mobil tangki berkapasitas 
lima ribu liter. Meski tak tiap hari dilakukan, di saat bau pesing tajam menyengat satu 
hari penyemprotan bisa membutuhkan 4 hingga 5 volume air.  
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap revitalisasi kawasan Malioboro 
membawa kemudahan bagi pejalan kaki. “Kalau dulu orang jalan (pesannya) hati-hati 
banyak kendaraan, sekarang harus diganti,” katanya. “Pengendara harus berhati-hati 
(karena) banyak pejalan kaki.” 
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5. Kawasan Titik Nol di Pasangi Pagar Patok (Kedaulatan Rakyat Jogja,Senin 16 Juli 
2012/Yoga Hanggara) 
Dinas Pemukiman, Prasarana dan Wilayah (Dinkimpraswil) Kota Yogyakarta 
memasang patok di kawasan titik nol kilometer untuk mengatisipasi parkir liar dan dalam 
rangka penertiban kawasan sentral ini. 
 Hal tersebut dikatakan Kepala UPT Malioboro, Syarif Teguh, Senin (16/7/2012) 
dan pemasangan patok termasuk upaya untuk penataan kawasan tirik nol. Selain itu 
menjadi manajemen rekayasa fisik sehingga tidak ada gangguan dalam penataanya. 
"Memang perlu untuk membuat rekayasa, bagaimana mengembalikan fungsi titik 
nol, karena nanti akan ada pemasangan lantai batu candi dari Kimpraswil," ujarnya saat 
dikonfirmasi KRjogja.com, Senin (16/7/2012). 
Menurut Syarif ganguan utama di kawasan ini adalah keberadaan parkir liar 
sehingga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sehingga bisa 
menjadi kawasan publik. Sedangkan kawasan parkir baru berada di depan Kantor Pos 
Besar. 
"Kami siang ini akan melakukan sosialisasi rencana pengaspalan jalur lambat 
Malioboro dan awal puasa proyek bisa berjalan. Dan, saat lebaran jalur lambat ini bisa 
digunakan," pungkasnya. (Den) 
 
6. REVITALISASI MALIOBORO: Komunitas Malioboro Minta Dilibatkan Dalam Proses 
Revitalisasi (Sumber: Media Bisnis Indonesia,20 november 2012/rahcmat sujianto) 
YOGYAKARTA – Sejumlah komunitas di kawasan Malioboro Kota Yogakarta 
meminta dapat dilibatkan dalam proses revitalisasi kawasan tersebut, sehingga seluruh 
komunitas mengetahui rencana penataan yang akan dilakukan. 
Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKKM) 
Edy Susanto mengatakan apapun yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta atau Pemerintah Kota Yogyakarta, pihaknya akan mendukung sepanjang 
LPKKM juga tetap dilibatkan sehingga aspirasi kami juga bisa diadopsi. 
Menurutnya, pemerintah selama ini belum melakukan sosialisasi kepada komunitas 
terkait rencana penataan kawasan Malioboro sehingga banyak pihak yang merasa belum 
memahaminya. 
“Karena belum memahami rencana penataan kawasan Malioboro, , maka ada 
beberapa komunitas yang mengaku resah. Apalagi, berkembang wacana penataan 
Malioboro menjadi kawasan pedestrian. Pedestrian seperti apa yang akan diterapkan di 
Malioboro, ini membuat banyak komunitas khawatir,” ujarnya di Yogyakarta, Selasa 
(20/11). 
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kaki Lima 
Indonesia (APKLI) Kota Yogyakarta Rudiarto mengatakan sebagai sebuah kawasan, 
Malioboro memang perlu berbenah termasuk PKL yang ada di kawasan itu. 
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“PKL juga ingin berbenah, misalnya tendanya diperbaiki agar lebih menarik dan 
tidak semrawut. Namun, perubahan ini harus berangkat dari keinginan dan usulan 
komunitas bukan atas kepentingan pihak lain,” tuturnya. 
Apalagi, lanjutnya, Malioboro masih menjadi magnet utama wisatawan di Kota 
Yogyakarta. “Sayangnya, saat libur panjang, banyak wisatawan yang justru tidak 
tertampung di Malioboro. Karenanya, Malioboro perlu berbenah,” ujarnya. 
Ketua Paguyuban Parkir Malioboro Ignatius Hanarto mengatakan, sudah 
memberikan masukan kepada pemerintah untuk menata parkir di Malioboro yaitu 
membuat parkir vertikal di Taman Parkir Malioboro I dan II. 
“Kami sudah mengusulkan itu sejak lama, namun ternyata rencana itu sampai 
sekarang belum mendapat tindak lanjut dari pemerintah,” tuturnya.  
Khusus untuk libur panjang dengan jumlah wisatawan yang cukup banyak, 
Hanarto telah meminta izin kepada sejumlah kantor Pemerintah DIY agar bisa digunakan 
sebagai tempat parkir. 
“Kami sudah mengajukan izin agar halaman kantor pemerintahan itu bisa 
digunakan sebagai parkir sementara apabila libur panjang sehingga parkir tidak 
membludak ke tempat lain, tetapi belum dapat izin,” ujarnya. 
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Syarif Teguh 
mengatakan kawasan Malioboro memang akan dijadikan sebagai pedestrian, namun 
rencana tersebut baru akan diwujudkan pada 2024 sesuai rencana pembangunan jangka 
menengah daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta. 
“Namun, untuk menuju ke arah pedestrian, saat ini hingga 2013 kawasan 
Malioboro akan dijadikan sebagai kawasan ramah pejalan kaki dengan penataan reklame 
dan pembatas jalan,” tuturnya. (ant/rsj) 
 
7. UPT Malioboro kerjasama dengan Polresta (Tribun Jogja,Rabu,13 juni 2012) 
Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary W 
Divisi Trantip UPT Malioboro Achmad Samsudi mengatakan, saat ini pihaknya 
sedang menjalin kerjasama dengan Satlantas Polresta Yogyakarta, untuk menindak atau 
menilang pengendara sepeda motor yang memarkir kendaraannya di jalur becak kawasan 
Malioboro. 
Langkah tersebut menurutnya agar penindakan terhadap pelanggar lebih efektif. 
"Kalau patroli, kami sudah lakukan rutin. Tapi biasanya setelah kami pergi, pengendara 
akan kembali memarkirnya di area jalur becak," katanya. 
Koordinasi dengan Polresta itu sekaligus sebagai respon atas keluhan para tukang 
becak yang jalurnya kerap diserobot untuk parkir kendaraan maupun gerobak pedagang. 
Dengan turunnya anggota kepolisian, kelak diharapkan jalur tersebut steril dari kendaraan 
bermotor, dan khusus untuk becak atau andong. (Tribunjogja.com) 
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LAMIPRAN III 
Pedoman Wawancara  
Pertanyaan wawancara bagi dinas 
1. Bagaimana peran dinas pemukiman danprasarana wilayah kota, perumahan dalam bidang 
publik servis dalam pengelolaan transportasi umum di jalan malioboro Yogyakarta ? 
Jawaban :………………………………………………………………………………… 
2. Dalam bidang proteksi pengguna sarana transportasi umum di jalan maliboro 
Yogyakarta? 
Jawaban :………………………………………………………………………………….. 
3. Dalam menjalankan peran dinas KIMPASWIL  hambatan apa saja yang ditemukan dalam 
pengelolaan transportasi umum di jalan malioboro Yogyakarta ? 
Jawaban:………………………………………………………………………………….. 
4. Fasilitas yang diberikan oleh dinas KIMPASWIL dalam pengelolaan transportasi umum 
di jalan maliboro ? 
Jawaban :…………………………………………………………………………………. 
5. Aspek yang dipertimbngkan dalam pengelolaan jalan malioboro ? 
Jawaban :…………………………………………………………………………………. 
6. Faktor yang memperngaruhi pemanfaatan lahan atau ruang milik jalan di kawasan 
maliboro ? 
Jawaban :………………………………………………………………………………… 
7. Program apa saja yang dilakukan dinas KIMPASWIL terkait pemanfaatan lahan jalan 
dalam pengelolaan transportasi umum di jalan maliboro? 
Jawaban :…………………………………………………………………………………. 
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8. Apa saja permasalahan yang terjadi di jalan maliboro khususnya dalam pengelolaan 
transporasi umum ?  
Jawaban :………………………………………………………………………………….. 
9. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan transportasi umum di jalan maliboro ? 
Jawaban :………………………………………………………………………………….. 
10. Solusi yang di terapkan untuk mengtasai permasalahan yang terjadi di jalan malioboro ? 
Jawaban :………………………………………………………………………………… 
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Pertanyaan Penelitian Bagi Pengendara atau pengemudi alat transportasi di Jalan Malioboro  
1. Tanggapan anda (pengemudi tarnsportasi) tentang program yang di buat pemerintah 
(KIMPASWI) khusunya untuk pengelolaan transportasi umum ? 
Jawaban :………………………………………………………………………………… 
2. Penyebab kesemrawutan transportasi umum di jalan malioboro ? 
Jawaban :…………………………………………………………………………………. 
3. Bagaimana cara mengatasi masalah transportasi di jalan malioboro menurut anda ? 
Jawaban:…………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 
 
 
WALIKOTA  YOGYAKARTA 
 
PERATURAN  WALIKOTA  YOGYAKARTA 
NOMOR     92   TAHUN 2009 
TENTANG 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO  
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KOTA YOGYAKARTA 
 
WALIKOTA  YOGYAKARTA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi  pengelolaan Kawasan Malioboro 
yang melaksanakan fungsi pengembangan pariwisata dan budaya, 
sebagai suatu kawasan yang bersih, tertib, indah dan nyaman perlu 
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro 
pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
  b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah; 
  6. Peraturan  Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Nomor 1  Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 
  7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah; 
  8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas 
Daerah; 
 
  9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008 tentang 
Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Yogyakarta. 
 
  
 
 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO PADA 
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  KOTA YOGYAKARTA. 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta; 
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta; 
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta; 
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 
7. Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat 
LPKKM adalah Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota 
Yogyakarta; 
8. Kawasan Malioboro adalah kawasan yang meliputi Tempat Khusus Parkir Malioboro I, 
Tempat Khusus Parkir Malioboro II, sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani; 
9. Komunitas Kawasan Malioboro adalah para pelaku kegiatan baik dibidang 
kepariwisataan, perdagangan dan transportasi di kawasan Malioboro yang selanjutnya 
disebut Komunitas; 
 
 
BAB II 
PEMBENTUKAN 
Pasal 2 
Dengan  Peraturan  Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro  pada Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan. 
 
BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal 3 
 
(1) Susunan  Organisasi  UPT   terdiri atas : 
a. Kepala UPT; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Divisi Pemberdayaan dan Promosi; 
d. Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana; 
e. Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas. 
 
 (2) UPT dipimpin  oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertangungjawab 
kepada Kepala Dinas. 
(3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.    
(4) Divisi   Pemberdayaan dan Promosi,  Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, 
Sarana dan Prasarana, Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas merupakan unsur 
organisasi non struktural di lingkungan UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro. 
(5) Divisi   Pemberdayaan dan Promosi,  Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, 
Sarana dan Prasarana, Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT. 
(6) Bagan Struktur Organisasi UPT adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Peraturan Walikota ini. 
 
BAB IV 
  
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 
Paragraf 1 
Kedudukan 
Pasal 4 
(1) UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang 
operasional Dinas dalam pengelolaan Kawasan Malioboro. 
(2) UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
 
 
Paragraf 2 
Fungsi 
Pasal 5 
UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro mempunyai fungsi pengelolaan pariwisata, 
kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana prasarana, pembinaan ketentraman dan 
ketertiban, usaha perdagangan, penataan kawasan parkir dan transportasi yang berada di 
kawasan Malioboro. 
 
Pasal  6 
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 5, UPT mempunyai tugas: 
a. menyusun perencanaan, program, 
anggaran dan  laporan; 
b. melakukan perawatan dan 
pemeliharaan kebersihan, pertamanan,  sarana, prasarana dan fasilitas pendukung 
lainnya yang menjadi kewenangan UPT; 
c. melakukan pemberdayaan komunitas 
Malioboro; 
d. melakukan promosi kawasan 
Malioboro; 
e. melakukan pembinaan, 
pengawasaan, pemantauan dan pengendalian ketentraman, ketertiban dan lalu lintas di 
kawasan Malioboro; 
f. melakukan urusan kerumahtanggaan  
UPT. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Bagian Pertama 
Kepala UPT 
 
Pasal 7 
 
Kepala UPT mempunyai tugas: 
a. menetapkan rencana kebijakan (strategis) untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPT; 
b. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan ketugasan 
UPT; 
c. mendistribusikan tugas, sumberdaya dan tanggung jawab kepada Divisi Pemberdayaan 
dan Promosi, Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana serta 
Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas; 
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan 
tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan; 
e. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas UPT; 
f. mengusulkan calon pejabat Kepala Divisi dan Koordinator Urusan dilingkup UPT; 
g. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPT; 
h. menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan pengelolaan kawasan Malioboro 
Kepada Walikota melalui Kepala Dinas.  
 
 
Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8 
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, 
keuangan, administrasi data dan pelaporan.  
 
(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas: 
a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, 
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan 
urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan; 
b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, 
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian; 
c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan 
serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, 
keuangan, administrasi data dan pelaporan; 
d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, 
perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang 
berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana; 
e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, 
penggandaan dan pendistribusian; 
f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan 
protokoler; 
g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan 
kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 
h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang 
kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana 
kantor; 
i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan 
sarana prasarana kantor; 
 j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan 
pemeliharaan gedung; 
k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, 
perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor; 
l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan 
pendidikan dan pelatihan pegawai; 
m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan 
beban kerja; 
n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor; 
o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan 
gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai; 
p. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;  
q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur 
organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 
r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub 
Bagian; 
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 
 
 
 
Bagian Ketiga 
Divisi Pemberdayaan dan Promosi 
 
Pasal 9 
 
(1) Divisi Pemberdayaan dan Promosi berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang 
pemberdayaan komunitas Malioboro dan promosi kawasan Malioboro; 
 
(2) Divisi Pemberdayaan dan Promosi mempunyai rincian tugas: 
a. melaksanaan fasilitasi pembinaan kepada Usaha Masyarakat Kecil dan 
Menengah (UMKM) serta komunitas seni Kawasan Malioboro; 
b. melaksanakan pelayanan informasi pariwisata, pembuatan materi promosi dan 
informasi pariwisata 
c. menyelenggarakan pembinaan kepariwisataan dan pelayanan informasi pariwisata; 
d. melaksanakan pengembangan kawasan Malioboro sebagai obyek daya tarik wisata; 
e. melaksanakan pemberian perizinan pedagang kaki lima; 
f. melaksanakan penataan lokasi pedagang kaki lima; 
g. melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima; 
h. melaksanakan penarikan retribusi kebersihan di kawasan Malioboro; 
i. melaksanakan penarikan pajak restoran pedagang kaki lima di kawasan Malioboro; 
j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT. 
 
Bagian Keempat 
Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana 
 
Pasal  10 
 
(1) Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana berfungsi 
sebagai penanggung jawab teknis bidang pemeliharaan kebersihan, pertamanan, 
sarana dan prasarana kawasan Malioboro; 
 
(2) Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana mempunyai 
rincian tugas: 
α. melaksanakan pengelolaan kebersihan di kawasan Malioboro; 
β. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan taman; 
 χ. melaksanakan  fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana pengairan dan drainase; 
δ. melaksanakan pemeliharaan ringan trotoar, jalan dan bangunan pelengkap jalan  
serta  pengecatan kerp; 
ε. melaksanakan pemeliharaan inlet permukaan/chamber  Saluran Air Limbah (SAL); 
φ. melaksanakan pemeliharaan fasilitas umum kamar mandi dan WC; 
γ. melaksanakan pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), lampu hias, 
lampu taman, lampu antik beserta asesorisnya; 
η. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT. 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kelima 
Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas 
 
Pasal  11 
 
(1) Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas berfungsi sebagai penanggung jawab 
teknis bidang pembinaan, pengawasaan, pemantauan dan pengendalian 
Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas kawasan Malioboro; 
 
(2) Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas mempunyai rincian tugas: 
a. melaksanakan fasilitasi penyusunan pola pengaturan dan rekayasa dengan 
instansi terkait; 
b. melaksanakan pemeliharaan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan 
rambu dengan koordinasi dengan instansi terkait; 
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian 
ketertiban kelancaran lalu lintas 
d. melaksanakan fasilitasi pengaturan dan pengamanan jalan di luar kepentingan 
lalu lintas; 
e. melaksanakan fasilitasi penanganan penegakan peraturan dibidang perhubungan 
dan penegakan peraturan perundangan lainnya; 
f. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban perparkiran; 
g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan juru parkir; 
h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kebijakan manajemen 
perparkiran; 
i. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir; 
j. melaksanakan fasilitasi penumbuhan kader ketertiban; 
k. melaksanakan kegiatan sambang wilayah dan pengawasan 
pelanggaran peraturan daerah; 
l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT. 
 
 
 
BAB V 
PENDISTRIBUSIAN TUGAS 
Pasal 12 
(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,  sinkronisasi  
dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing  
maupun  antar satuan organisasi  sesuai  dengan  tugas pokok masing-masing. 
 
(2) UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan berkerjasama dengan LPKKM. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB VI 
KETENTUAN  PENUTUP 
Pasal 13 
Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan  UPT diatur lebih 
lanjut oleh Kepala UPT. 
 
Pasal 14 
 
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini,  maka ketentuan-ketentuan yang mengatur 
penataan dan pengelolaan kawasan Malioboro dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini. 
 
Pasal 15 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya ke dalam  Berita Daerah Kota Yogyakarta. 
 
 Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 31 Agustus 2009 
 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 
 
 
ttd 
 
H. HERRY ZUDIANTO 
Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 31 Agustus 2009   
 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 
 
 
 
ttd 
 
 H. RAPINGUN 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN   2009   NOMOR 102       
  
 LAMPIRAN  
NOMOR        
TANGGAL     
:  PERATURAN  WALIKOTA YOGYAKARTA 
:     92 TAHUN 2009 
:     31 AGUSTUS 2009                   
  
 
STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO 
 KOTA YOGYAKARTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
WALIKOTA  YOGYAKARTA, 
 
 
ttd 
 
H. HERRY ZUDIANTO 
 
 
 
 
 
 
KEPALA  
UPT 
 
DIVISI  
PEMBERDAYAAN 
DAN PROMOSI 
SUB BAGIAN 
TATA USAHA 
DIVISI  
PEMELIHARAAN 
KEBERSIHAN, 
PERTAMANAN, SARANA 
DAN PRASARANA 
DIVISI  
KETENTRAMAN, 
KETERTIBAN DAN 
LALU LINTAS 
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LAMPIRAN  V 
Dokumen Gambar  
 
 
Keterangan : Perempatan di Titik 0 km jalan malioboro, menjadi titik rawan kemacetan lalu 
lintas 
 
 
Keterangan : kemacetan di jalan malioboro saat liburan dan akhir pekan (Antara/noveradika) 
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Keterangan : Lokasi parkir di depan Malioboro Mall,  
 
 
Keterngan : Becak yang masih menggunakan lajur yang sama dengan transportasi umu lain 
 
